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ABSTRAK

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berbasis Perpres No.83 Tahun 2024 bertujuan
meningkatkan status gizi masyarakat demi mendukung SDM unggul Indonesia Emas
2045, namun di tingkat lokal pelaksanaanya masih menghadapi tantangan distribusi,
kordinasi dan penawasan mutu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas
serta hambatan pelaksanaan Program MBG dengan lokus spesifik di SPPG Bandar Raya
Lamlagang dan SDN 50 Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipatif, dokumentasi,
dan wawancara mendalam terhadap 16 informan yang dianalisis menggunakan model
interaktif (reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) serta kerangka Evaluasi
CIPP (Context, Input, Process, Product) dari Daniel Stufflebram. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Evaluasi MBG berjalan efektif, aspek konteks sesuai dengan
kebutuhan siswa kurang mampu, aspek input didukung SDM dan perencanaan gizi
terstruktur meskipun terdapat kendala keterlembatan pasokan bahan baku, aspek proses
berjalan sesuai SOP dengan uji organoleptic serta penanganan alergi siswa, dan aspek
produk berdampak positif terhadap peningkatan Kesehatan, energi, serta focus belajar
siswa. Rekomendasi penelitian ini adalah SPPG perlu memperkuat koordinasi rantai
pasok bahan baku dan pengawasan porsi, sekolah disarankan mempertahankan uji
organoleptic serta permutakhiran data gizi/alergi siswa, dan Badan Gizi Nasional (BGN)
Bersama pemerintah daerah perlu mengoptimalkan system pemantauan dan evaluasi
terpadu secara berkala.

Kata Kunci: Kebijakan, Makanan Bergizi Gratis, Banda Aceh, Evaluasi CIPP
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang masih menghadapi
tantangan serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu
bersaing dengan negara lain. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya pemenuhan
gizi pada anak yang masih jauh dibawah target nasional, sehingga berdampak pada
kualitas kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas generasi muda.! Kondisi ini berbanding
terbalik dengan visi pembangunan jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara maju
dalam mencapai Indonesia Emas yang ditargetkan pada tahun 2045 yang mengutamakan
kualitas generasi unggul dan sehat. Menyikapi hal tersebut, Presiden Republik Indonesia
mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan kebijakan untuk
meningkatkan gizi masyarakat melalui Evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis
(MBG).?

Program ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam memperbaiki pola
makan, menurunkan angka stunting, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia
Indonesia secara berkelanjutan. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul
merupakan kunci bagi kemajuan suatu bangsa. Presiden menempatkan hal ini sebagai
prioritas utama dalam mewujudkan visi Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan.

Salah satu program andalan yang dirancang untuk mendukung agenda tersebut adalah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program Makanan Bergizi

! Kementerian Kesehatan RI, “Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023,” Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia, 2023.

2 Perpres Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang
Badan Gizi Nasional.,” 2024.



Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah Indonesia dalam
upaya meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-
anak, ibu hamil, dan lansia.®> Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) juga merupakan
bentuk komitmen pemerintah terhadap pemerataan kesejahteraan sosial dan juga
bertujuan untuk memberi asupan makanan bergizi yang cukup kepada peserta didik
khususnya yang kurang mampu.* Landasan kelembagaanuntuk program MBG ditetapkan
melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 Tahun 2024, yang mengatur pembentukan
dan tugas Badan Gizi Nasional (BGN), serta kerangka pelaksanaan program MBG secara
nasional.’

Kebijakan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Banda Aceh
merupakan langkah strategis pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dalam
meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah. Pelaksanaan program
ini melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah yang berperan dalam
memastikan tata kelola penyediaan, penyaluran, serta pemantauan distribusi makanan
bergizi berjalan secara efisien.® Fokus program tidak hanya pada distribusi makanan
kepada para murid, tetapi juga mencakup pengawasan mutu dan edukasi pola makan sehat

sebagai bagian dari promosi gizi nasional. Dengan demikian, Evaluasi kebijakan MBG di

3 D Nugroho, A., & Rahmawati, “Strategi Penanganan Stunting Dan Pemenuhan Gizi Anak Dalam
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul,” Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 2023.

4 Khoiriya Ulfah Dea Amanda, Dinda Maharani , Eva Julia , Khoirun Nisa, Yulfidha Diah Riama,
“Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Miskin,” Jurnal IImu Psikologi Dan Kesehatan 03, no. 01 (2026): 778-81.

5 T. etiawan, A., & Handayani, “Analisis Kelembagaan Dan Kebijakan Tata Kelola Gizi Nasional Pasca-
Pembentukan Badan Gizi Nasional.,” Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik, 2024.

6 C. Putra, R., & Armia, “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penguatan Pemenuhan Gizi Anak: Studi
Efisiensi Penyaluran Program Pangan Nasional Di Banda Aceh,” Jurnal Kebijakan Publik & Administrasi
Lokal, 2024.



Banda Aceh menjadi upaya nyata dalam mendukung perbaikan status gizi, pembentukan
kebiasaan makan sehat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.’

Dalam pelaksanaannya program MBG ini tidak lepas dari berbagai tantangan
seperti adanya perbedaan kapasitas setiap daerah, ketersediaan infrastruktur, serta
keterbatasan tenaga pelaksana dan juga tantangan dalam bidang logistik serta teknis yang
dapat mempengaruhi keberhasilan program intervensi gizi di sekolah.®* MBG merupakan
salah satu program rencana pembangunan jangka panjang yang di mana untuk
memastikan keberhasilannya diperlukan adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan
untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem
pengawasan dan evaluasi berdasarkan data dan harus transparan, akuntabel serta
efisiensi.’

Sejumlah dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah didirikan
untuk menyediakan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok-
kelompok yang rentan terhadap masalah gizi. Sasaran utama dari Program Makanan
Bergizi Gratis (MBG) ini mencakup peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, serta pendidikan menengah di berbagai lingkungan pendidikan, seperti
pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus,

pendidikan layanan khusus, dan pesantren.!?

7S. Suryadi, K., & Rahmadani, “Kebijakan Pangan Dan Gizi Berkelanjutan: Evaluasi Peran
Kelembagaan Dalam Program Intervensi Gizi Nasional,” Urnal Administrasi Publik Dan Tata Kelola
Pemerintahan, 2024.

8 D. Nugroho, A., & Rahmawati, “Tantangan Logistik Dan Kapasitas Daerah Dalam Distribusi Intervensi
Gizi Nasional Di Indonesia,” Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 2023.

® P Prasetyo, B., & Utomo, “Perencanaan Dan Evaluasi Program Strategis Nasional Menuju SDM
Unggul,” Jurnal Perencanaan Pembangunan, 2022.

10 H Fitriani, A., & Kurniawan, “Pemenuhan Gizi Berbasis Komunitas: Peran Satuan Pelayanan Gizi
Dalam Intervensi Pangan Di Lingkungan Sekolah Dan Pesantren,” Jurnal Gizi Indonesia, 2024.



Selain itu program ini juga menyasar anak-anak usia dibawah lima tahun (balita),
ibu hamil, serta menyusui. Dengan cakupan yang luas ini, MBG bertujuan untuk
memastikan pemenuhan gizi yang optimal bagi kelompok-kelompok rentan, sehingga
dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan mereka, serta mendukung
pembangunan gizi yang lebih baik.!! Secara teknis, program Makan Bergizi Gratis
(MBG) diterapkan melalui sistem yang terdesentralisasi namun tetap tersandarisasi di
bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN). Operasional program ini berfungsi sebagai
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang berfungsi sebagai
satuan pusat produksi nutrisi. Mekanisme penerapannya mencakup penyusunan menu
berdasarkan angka kecukupan gizi, penerapan bahan baku dari mitra lokal, untuk
menggerakkan ekonomi daerah, serta distribusi harian yang terjadwal bagi peserta didik
dan kelompok rentan. Namun dalam praktiknya, berbagai studi kasus terbaru (2025/2026)
menunjukkan adanya disparitas yang signifikan di berbagai daerah wilayah Indonesia.'?

Di wilayah Indonesia Timur dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal),
hambatan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur dasar. Penelitian dalam Journal
of Governance and Policy Innovation (2024) menyoroti minimnya akses listrik dan air
bersih untuk dapur SPPG di lokasi terpencil, yang mempersulit pengolahan makanan
sesuai standar nasional. Masalah ini diperparah oleh kerentanan anggaran dan tingginya
biaya logistik, seperti yang terjadi di Kota Ambon, dimana program sempat mengalami

penghentian sementara akibat kendala operasional lokal.'3

'R, T Putri, “Kesenjangan Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Wilayah Perkotaan Dan
Perdesaan,” Jurnal Kebijakan Dan Pembangunan Daerah, 2025.

12 E Priyono, A. F., Riyanta, S., & Daryanto, “Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam
Pendekatan Kerawanan Pangan Siswa,” Jurnal Impresi Indonesia, 2026.

13 A Hutapea, B., & Setiawan, “Analisis Tata Kelola Kebijakan Intervensi Gizi Dan Aksesibilitas
Infrastruktur Pemenuhan Pangan Di Daerah 3T,” Journal of Governance and Policy Innovation, 2024.



Sementara itu, di wilayah dengan infrastruktur yang lebih mapan seperti Pulau
Jawa dan Sumatera, tantangan bergeser pada aspek birokrasi dan keamanan pangan. Di
Provinsi Banten, ditemukan kendala sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah
terkait kesiapan anggaran serta pelibatan UMKM.!* Di Kota Jambi, studi menurut teori
Merilee S. Grindle (2026) menemukan bahwa dominasi keputusan pusat yang terlalu kuat
seringkali tidak menemukan bahwa dominasi keputusan pusat yang terlalu kuat sering
kali tidak fleksibel terhadap selera makan lokal siswa.'> Lebih jauh lagi, aspek
pengawasan mutu menjadi isu krusial yang mengancam keselamatan peserta didik, hal
ini terbukti dari kasus keracunan massal akibat kontaminasi bakteri di Kota Bogor pada
Mei 2025 (Prima Gandhi, 2025).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Banda Aceh sendiri mulai
dilaksanakan secara serentak sejak 6 Januari 2025 sebagai bagian dari program nasional
yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia. Tujuan utama program ini adalah untuk
meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya siswa mulai dari jenjang TK hingga
SMA, serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pelaksanaan
program ini di Banda Aceh dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
atau dapur MBG yang tersebar di beberapa gampong. !

Adapun pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh masih mendapatkan

permasalahan, seperti yang terjadi di Kabupaten Bireuen yang berfokus pada penerapan

14 M. Z Fathurilham, M. P., & Maulana, “Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Upaya
Pemerintah Provinsi Banten Mewujudkan Kesejahteraan Sosial,” Jurnal Pendidikan, Sosial Dan
Humaniora, 2026.

15D Silaban, S. L., Elsi, S. D., & Rizal, “Analisis Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis
Di Kota Jambi Menurut Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle,” Jurnal Riset Ilmu Hukum,
Sosial Dan Politik, 2026.

16 P, Gandhi, “Reformulasi Kebijakan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan Program Makan Bergizi
Gratis (MBG),” Departemen Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan, IPB University, 2025.

17 F Fatmawati, “Program Makan Bergizi Gratis Dimulai Di Banda Aceh,” Metro TV News, 2025.



program Makan Bergizi Gratis (MBG) sempat menuai perhatian publik setelah
ditemukannya belatung pada salah satu menu makanan yang disajikan di SDIT Azkiya
pada September 2025. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa salah satu menu, yakni
buah salak, mengalami kerusakan yang memunculkan belatung, sehingga dinyatakan
tidak layak untuk dikonsumsi oleh siswa. Peristiwa ini mengindikasikan adanya
kelemahan dalam aspek pengawasan mutu serta proses pengemasan makanan. '8

Berbagai dinamika ini menunjukkan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung
pada kesiapan infrastruktur lokal, transparansi tata kelola, serta ketatnya sistem pada
kesiapan mutu di setiap daerah. Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan
MBG di Kota Banda Aceh menjadi sangat penting sebagai representative efektivitas
kebijakan nasional di wilayah ujung barat Indonesia."

Secara administratif dapur SPPG di Aceh telah melaksanakan program Makanan
Bergizi Gratis (MBQG), terdapat 518 dapur SPPG di masing-masing daerah Kabupaten dan
Kota, sedangkan secara khusus penelitian yang dilakukan hanya pada dapur SPPG dalam

Kota Banda Aceh sejumlah 29 dapur tersebar di sembilan kecamatan dalam Kota Banda

Aceh.
Tabel 1. Daftar Dapur di Kota Banda Aceh
Kecamatan Kelurahan/Desa
No. SPPG SPPG Nama SPPG

8 N Notha, A., Ramadhan, M., & Fitriani, “Evaluasi Pengawasan Mutu Dan Manajemen Risiko
Keamanan Pangan Pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen,”
Jurnal Kebijakan Dan Keamanan Pangan Daerah, 2025.

19 C Putra, R., & Armia, “Evaluasi Kesiapan Operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
(SPPG) Dalam Distribusi Makanan Bergizi Sehat Di Kota Banda Aceh,” Jurnal Kebijakan Publik &
Administrasi Lokal, 2025.



1. |Kuta Raja Merduati SPPG Kota Banda Aceh Kuta Raja
Merduati

2. |Ulee Kareng |Lambhuk SPPG Kota Banda Aceh Ulee Kareng
Lambhuk

3. |Baiturrahman |Neusu Jaya SPPG Kota Banda Aceh Baiturrahman
Neusu Jaya 2

4. |BandaRaya |Lam Ara SPPG Kota Banda Aceh Banda Raya Lam
Ara

5. |Meuraxa Lamjabat SPPG Kota Banda Aceh Meuraxa
Lamjabat

6. |Syiah kuala Ie Masen kayee SPPG Kota Banda Aceh Syiah Kuala IE

Adang Masen Kayee Adang

7. |Syiah kuala Jeulingke SPPG Kota Banda Aceh Syiah Kuala
Jeulingke

8. |Meuraxa Blang Oi SPPG Polda Aceh

9. |Leung Bata Lamdom SPPG Kota Banda Aceh Leung Bata
Lamdom

10. |Kuta Alam Mulia SPPG Kota Banda Aceh Kuta Alam
Mulia 3

11. |Jaya Baru Lamjame SPPG Kota Banda Aceh jaya Baru
Lamjamee

12. |Baiturraahman |Ateuk Jawo SPPG Kota Banda Aceh Baiturrahman
Ateuk Jawo

13. |Jaya Baru Lamteumen Timur [SPPG Kota Banda Aceh Jaya Baru
Lamteumen Timur

14. |Banda Raya |Lamlagang SPPG Kota Banda Aceh Banda Raya
Lamlagang 2

15. |Jaya Baru Bitai SPPG Kota Banda Aceh jaya Baru Bitai

16. |Syiah Kuala  [Lamgugob SPPG Kota Banda Aceh Syiah Kuala
Lamgugob

17. |Kuta Alam Lambaro Skep SPPG Kota Banda Aceh Kuta Alam
Lambaro Skep

18. |Kuta Alam Mulia SPPG Kota Banda Aceh Kuta Alam
Mulia 2

19. |Baiturrahman |Ateuk pahlawan SPPG Kota Banda Aceh Baiturrahman
Ateuk Pahlawan

20. |Syiah Kuala  |Rukoh SPPG Kota Banda Aceh Syiah Kuala
Rukoh

21. |Kuta Alam Keuramat SPPG Kota Banda Aceh Kuta Alam
Keuramat

22. |Syiah Kuala  |Lamgugob SPPG Kota Banda Aceh Syiah Kuala
Tibang

23. |Kuta Alam Lamdingin SPPG Kota Banda Aceh Kuta Alam

Lamdingin




24. |Banda Raya  |Lamlagang SPPG Kota Banda Aceh Banda Raya
Lamlagang

25. |Banda Raya  |Lhong Cut SPPG Kota Banda Aceh Banda Raya
Blang Cut

26. |Baiturrahman |Neusu Jaya SPPG Kota Banda Aceh Baiturrahman
Neusu Jaya

27. |Leung Bata Leung Bata SPPG Kota Banda Aceh Leung Bata

28. |Kuta Alam Lampulo SPPG Kota Banda Aceh Kuta Alam
Lampulo

29. |Kuta Alam Mulia SPPG Kota Banda Aceh Kuta Alam
Mulia

Sumber: bgn.go.id

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebaran SPPG di Kota
Banda Aceh telah mencakup seluruh wilayah administratif kota. Penelitian ini membatasi
ruang lingkup pada 29 unit SPPG yang tersebar di sembilan kecamatan dalam wilayah
Kota Banda Aceh. Fokus pada unit-unit tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran
yang lebih mendalam dan terukur mengenai efektivitas tata kelola serta standarisasi
kualitas Program MBG di pusat ibu kota provinsi.

Meskipun dalam praktinya program ini berjalan dengan rutin dan didukung oleh
pelaksana lokal tetap harus ada evaluasi secra berkala berbasis data yang transparan dan
akuntabel untuk melihat celah yang terjadi dan dapat melakukan perbaikan kedepannya.
Oleh karena itu tidak hanya dilihat dari administrasi distributifnya saja tetapi harus dilihat
juga dari segi konteks, masukan, proses, dan hasilnya. Dalam penelitian ini, evaluasi
dilakukan dengan merujuk pada Model Evaluasi CIPP (Context, input, process, product)
yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam. Model ini digunakan untuk menilai
keberhasilan program MBG dari empat dimensi utama, yaitu 1) Context, untu
mengevaluasi latar belakang kebutuhan dan kesesuaian tujuan progam di daerah, 2) input,

untuk menilai kesiapan sumber daya, anggaran, infrastruktur SPPG, serta koordinasi antar



pemangku kepentingan, 3) process, untuk memantau mekanisme penyaluran,
pengawasan mutu, dan kendala teknis distribusi haian, serta 4) product, untuk mengukur
pencapaian target efektivitas program pada penerima manfaat.?’

Mengingat adanya berbagai dinamika dan risiko dalam pelaksanaan di lapangan
seperti kasus kontaminasi makanan yang pernah terjadi di wilayah lain maka evaluasi
mendalam terhadap pelaksanaan MBG di Kota Banda Aceh khususnya didapur SPPG
Kota Banda Aceh Bandar Raya Lamlagang. Penelitian ini akan fokus pada satu sekolah

yaitu SDN 50 Kota Banda Aceh.

Di karenakan Sekolah Dasar Negeri 50 ini menjadi salah satu sekolah memiliki
siswa yang tergolong ramai dan juga disaat Program Makanan Bergizi Gratis berjalan di
Banda Aceh, sekolah ini menjadi sekolah ke 2 yang melaksanakan program tersebut. Di
kutip dari berita pemerintah daerah kota Banda Aceh bahwasanya program Makanan
Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Negeri 50 sudah berjalan dengan baik dan bisa menjadi

contoh bagi dapur SPPG lain di daerah Banda Aceh.

Penelitian evaluatif ini penting dilakukan tidak hanya untuk memetakan
keberhasilan administratif, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem pengawasan mutu
dan distribusi di tingkat lokal benar-benar mampu menjamin keamanan serta kesehatan

peserta didik sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia di masa depan.

20 C Putra, R., & Armia, “Evaluasi Kesiapan Operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
(SPPG) Di Kota Banda Aceh: Pendekatan Model CIPP,” Urnal Kebijakan Publik & Administrasi Lokal,
2025.
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1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa

permasalahan terkait pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota

Banda Aceh sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Banda Aceh belum
sepenuhnya berjalan optimal, khususnya pada saat pendistribusian, serta
pengawasan mutu makanan, sehingga perlu dikaji bagaimana pelaksanaan
program tersebut di tingkat sekolah.

Dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 50 Kota
Banda Aceh masih ditemui berbagai hambatan, seperti kurang efektifnya
koordinasi antar pihak, serta kendala teknis di lapangan yang berpotensi

menghambat pencapaian tujuan program.

1.3. Rumusan Penelitian

1.

Bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di
SDN 50 Kota Banda Aceh berdasarkan kompenen Context, Input, Process dan

Product (CIPP)?

2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di

SDN 50 Kota Banda Aceh?

1.4. Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Program Makanan Bergizi
Gratis (MBG) di SDN 50 Kota Banda Aceh dalam mendukung pencapaian
tujuan program, khususnya peningkatan status gizi dan kualitas sumber daya

manusia.
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang muncul dalam

pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis di SDN 50 Kota Banda Aceh

dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan program.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan
ilmu pengetahuan di bidang kebijakan publik, gizi, dan pendidikan, khususnya
terkait Evaluasi program pemerintah. Penelitian ini dapat menjadi referensi
bagi akademisi dan peneliti lain dalam memahami faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau hambatan pelaksanaan program Makan
Bergizi Gratis (MBQG), serta memperkuat pemahaman mengenai hubungan

antara perumusan kebijakan, pelaksanaan di lapangan, dan pencapaian tujuan

program dalam konteks peningkatan kualitas sumber daya manusia.

. Manfaat Praktis Penelitian

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Banda Aceh,
Badan Gizi Nasional, sekolah, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan
efektivitas pelaksanaan program MBG. Penelitian ini memberikan pemikiran
bagi studi evaluasi kebijakan public, khususnya dalam penerapan
keangka/model evaluasi CIPP pada program gizi nasional di tingkat daerah.
Penelitian ini juga dapat memberikan informasi mengenai kendala distribusi
makanan bergizi, pengawasan mutu makanan, kapasitas dapur penyedia, serta

strategi edukasi gizi bagi peserta didik. Dengan demikian, diharapkan
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program MBG dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berdampak positif

terhadap peningkatan status gizi, kesehatan, dan kualitas sumber daya

manusia peserta didik.
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TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

2.1.1. Teori Kebijakan

Secara umum, kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian konsep dan
asas yang menjadi garis besar serta dasar bagi rencana pelaksanaan suatu
pekerjaan, kepemimpinan, atau cara bertindak. Ini adalah pernyataan tentang cita-
cita, tujuan, prinsip, atau maksud yang berfungsi sebagai pedoman manajemen
dalam upaya mencapai sasaran tertentu. Dalam konteks yang lebih luas,
kebijakan seringkali merujuk pada keputusan-keputusan yang diambil oleh
pemerintah atau organisasi untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan
publik.?!

Teori kebijakan membantu pemerintah dan para pengambil kebijakan
untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu kebijakan, sehingga
dapat mengidentifikasi sasaran, tujuan, dan strategi Evaluasinya.

Menurut Anderson mengatakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian

Tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh
seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.
Berdasarkan pengertian tentang kebijakan yang telah diuraikan di atas maka dapat

disimpulkan bahwasanya kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun pada

21 P Prasetyo, B., & Utomo, “Kebijakan Publik Dan Manajemen Strategis Sektor Publik,” Urnal Ilmu
Administrasi Dan Kebijakan Publik, 2024.

13
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kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau
perilaku pemerintah serta perilaku negara pada umumnya yang lebih dikenal dengan
sebutan kebijakan Negara atau kebijakan publik (public policy).?
Indikator dari teori Anderson
1. Tujuan Kebijakan
Kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas dan ingin dicapai.
Tujuan tersebut menjadi dasar dalam menentukan Tindakan yang akan
dilakukan.
2. Serangkaian Tindakan
Kebijakan bukan hanya keputusan atau pernyataa tetapi terdiri dari
berbagai tindaann atau langkah yang di lakukan secara terarah dan
berkelanjutan.
3. Perilaku Kebijakan
Kebijakan di laksanakan oleh seseorang atau lebih seperti
pemerintah lembaga, organisasi, atau pihak lain yang memiliki
wewenang.
4. Tujuan Kebijakan
Kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas dan ingin dicapai.
Tujuan tersebut menjadi dasar dalam menentukan Tindakan yang akan
dilakukan.

5. Serangkaian Tindakan

22 J. E. Anderson, “Public Policy Making: An Introduction (8th Ed.).,” Cengage Learning, 2024.
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Kebijakan bukan hanya keputusan atau pernyataa tetapi terdiri dari
berbagai tindaann atau langkah yang di lakukan secara terarah dan

berkelanjutan.

6. Perilaku Kebij

ang atau lebih seperti

-------------
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2.1.2. Teori Efektivitas

Kata efektif mengacu pada terwujudnya suatu dampak atau hasil yang
diinginkan dalam sebuah tindakan. Kata yang efektif berarti sukses, akurat, dan
bermanfaat. Efektivitas adalah suatu kondisi yang mengandung pemahaman
tentang munculnya suatu dampak atau hasil yang diinginkan. Jika seseorang
melakukan tindakan dengan tujuan tertentu atau memiliki niat sebagaimana yang
diharapkan, maka orang itu dianggap efektif.?> Efektif dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia diartikan sebagai mampu memberikan hasil, sukses guna.
Efektivitas adalah kondisi yang mencerminkan terjadinya efek atau hasil yang
diharapkan, sehingga suatu tindakan dianggap efektif apabila menghasilkan
dampak atau mencapai tujuan sesuai yang diinginkan.?* Adapun efektivitas
menurut para ahli, sebagai berikut:

Menurut Richard M. Steers, efektivitas diartikan sebagai seberapa jauh
organisasi menjalankan semua tugas utamanya atau mencapai semua tujuan.
Konsep ini menekankan pada pencapaian tujuan akhir organisasi, baik dari segi

kualitas maupun kuantitas, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.?®

23 E. B Prasetya, Efektivitas Kebijakan Publik: Teori Dan Praktik (Bintang Pustaka Utama, 2024).

24 R Nugroho, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi (Ed. Revisi) (Jakarta: PT Elex
Media Komputindo, 2023).

25 R. Hasbullah, H., Aristin, R., Syaiful, S., Anam, S., & Kasanova, “Efektivitas Organisasi Dalam
Perspektif Model Richard M. Steers Di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten
Sampang,” KABILAH: Journal of Social Community, 2022.
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Indikator dari teori Richard M. Streers
1. Pencapain Tujuan

Menunjukkan sejauh mana tujuan dari suatu program dapat tercapai sesuai

yang telah di rencanakan. Semakin banyak tujuan yang trcapa,, maka semakin
efektif program tersebut.
2. Integritas
Menunjukkan kemampuan pihak yang menjalankan program dalam
berkomunikasi, berkoordinasi, dan memberikan informasi kepada pihak yang
menerima program. Komunikasi dan koordinasi yang baik dapat membantu
program berjalan dengan lancar.
3. Adaptasi
Menunjukkan kemampuan pihak yang menjalankan program dalam
menyesuaikan program dengan perubahan keadaan dan kebutuhan
masyarakat. Program yang mampu menyesuaikan diri akan lebih mudah
diterima dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan pandangan pakar di atas, maka efektivitas kerja yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran yang dapat menunjukkan sejauh
mana tujuan yang bisa diraih oleh karyawan sesuai dengan target atau standar
yang telah ditetapkan ditentukan perusahaan atau organisasi, apakah

pelaksanaanya sudah berjalan dengan baik atau belum.?¢

26 N Mayisi, “Analisis Efektivitas Kerja Karyawan Dalam Pencapaian Target Organisasi Pada Instansi
Publik,” Jurnal Ilmu Manajemen Dan Administrasi Bisnis (JIMAB), 2023.
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2.1.3. Teori Evaluasi

Proses penentuan kondisi dimana tujuan telah dicapai dikenal sebagai
evaluasi. Definisi di atas menunjukkan hubungan evaluasi dengan tujuan suatu
kegiatan, yang mengukur seberapa jauh sesuatu dapat dicapai. Evaluasi berasal
dari kata bahasa Inggris "evaluation", yang berarti penilaian atau penilaian, dan
didefinisikan sebagai kegiatan terencana untuk mengamati keadaan objek dengan
menggunakan instrumen dan membandingkan hasilnya dengan ukuran untuk
mencapai kesimpulan. Menurut Brinkehoff dalam Sawitri evaluasi merupakan
penyelidikan yang sistematis dalam aspek pengembangan program dari berbagai
sektor untuk mengevaluasi kegunaan dan kemanfaatan.?’

Evaluasi program merupakan aktivitas investigasi yang tertata tentang
sesuatu yang berharga dan bernilai dari suatu objek. Denzim dan Licoln
berpendapat bahwa evaluasi program berorientasi pada hal-hal yang diperhatikan
oleh pemerintah sebagai penyandang dana dengan mempertanyakan sejauh mana
keberhasilan yang dicapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan.?®

Ada beberapa model yang digunakan dalam evaluasi program yang di
kembangkan oleh Daniel Stufflebeam salah satunya model evaluasi yang
diterapkan dalam studi ini yaitu evaluasi model CIPP, sebab model ini adalah

model evaluasi yang dilaksanakan dengan cara kompleks yang mencakup

271 awitri, D., & Rahmawati, “Evaluasi Keberhasilan Program Melalui Pendekatan Sistematis Brinkerhoff
Pada Organisasi Publik,” Urnal Evaluasi Dan Kebijakan Pendidikan, 2022.

28 Siti Muniroh, “Evaluasi Program Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dalam Pencapaian Target
Organisasi,” Jurnal Evaluasi Dan Kebijakan Publik, 2024.
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Context (konteks), Input (masukkan), Process (proses), Product (hasil).?’
Model ini sangat komprehensif dan sesuai untuk mengukur efektivitas pada

program dalam suatu organisasi.

Dalam penelitian ini, model CIPP digunakan sebagai kerangka kerja
utaama untuk merumuskan indikator-indikator evaluasi yang sistematis. Setiap
komponen dalam CIPP mulai dari konteks, masukan, proses, hingga hasil
dijabarkan menjadi indicator spesifik yang berfungsi sebagai tolak ukur dalam
menilai Tingkat keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan program secara
komprehensif. Rincian indicator evaluasi berdasarkan model COPP tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut:
Indikator Penelitian

1. Context Evaluation (Evaluasi Konteks)

Evaluasi konteks adalah situasi atau latar belakang yang
mempengaruhi perencanaan program pembinaan. Evaluasi ini dilakukan
untuk menilai aset dan peluang untuk membantu pembuat kebijakan
menentukan prioritas serta membantu kelompok lainnya untuk mengetahui
tujuan, peluang, dan hasilnya. Evaluasi konteks menganalisis permasalahan
yang berkaitan dengan lingkungan program yang akan dilaksanakan. Evaluasi
konteks juga berhubungan dengan analisis masalah kekuatan dan kelemahan

dari suatu program yang akan dilakukan atau sedang berjalan.

2 A Pratiwi, N. L., & Rahmawati, “Penerapan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product)
Dalam Mengukur Efektivitas Program Organisasi,” Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Pembelajaran,

2023.
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Evaluasi konteks sendiri melayani keputusan perencanaan yaitu
membantu perencanaan dalam pengambilan keputusan, menentukan
kebutuhan tujuan, dan merumuskan tujuan program. Adapun fokus evaluasi
konteks ini adalah menghasilkan informasi tentang berbagai macam
kebutuhan yang sudah ditentukan prioritasnya sehingga tujuan dapat
diformulasikan.*®

2. Input Evaluation (Evaluasi Masukan)

Evaluasi input merupakan masukan yang dapat menunjang
tercapainya program pembinaan seperti mengatur keputusan dalam
menentukan sumber yang tersedia, opsi yang diambil, rencana, strategi, serta
prosedur kerja. Evaluasi input menganalisis terkait personal yang
berhubungan dengan bagaimana mengelola sumber-sumber yang tersedia,
alternatif strategi yang harus di pertimbangkan agar dapat mencapai tujuan
suatu program.

Evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sistem,
membuat opsi strategi yang akan digunakan untuk Evaluasi, serta pembiayaan
dan juga jadwal program pembinaan. Evaluasi ini juga menyediakan
informasi tentang masukan yang sudah dipilih, analisis SWOT (kekuatan dan
kelemahan) strategi dan desain untuk merealisasikannya sesuai dengan

tujuan.’!

30N Rahman, F., & Fitriani, “Analisis Masalah Dan Penetapan Prioritas Program Melalui Pendekatan
Evaluasi Konteks CIPP,” Jurnal Manajemen Dan Perencanaan Organisasi, 2023.
31 Rahman, F., & Fitriani.
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3. Process Evaluation (Evaluasi Proses)

Sebuah program yang baik tentunya telah dirancang mengenai
aktivitas dan kapan aktivitas tersebut dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk
memudahkan identifikasi kelemahan program dari berbagai sisi sehingga
perbaikan dalam pelaksanaan program dapat dilakukan dengan lebih mudah.
Bisa dikatakan bahwa evaluasi proses merupakan pelaksanaan strategi serta
pemanfaatan sumber daya dan bahan dalam kegiatan di lapangan.

Seorang penilaian proses dapat memantau sistem pengumpulan data
dari pelaksanaan program dengan melihat evaluasi yang telah dirancang dan
diterapkan selama proses. Setiap langkah dalam pelaksanaan program harus
dicatat dan dikembangkan oleh pemonitor. Tanpa catatan tentang data
pelaksanaan program, pengambil keputusan tidak akan dapat menentukan
tindak lanjut program setelah waktunya berakhir. Catatan tersebut akan
membantu menentukan kelemahan dan kekuatan, serta faktor pendukung dan
penghambat program.

Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memperbaiki keadaan saat ini.
Evaluator diminta untuk mengevaluasi seberapa efektif rencana program
Makanan Bergizi Gratis diEvaluasikan di lapangan dan mengidentifikasi
kendala yang ditemui.*?

4. Product Evaluation (Evaluasi Hasil)

32 Yulia Cerita, “Evaluasi Efektivitas Dan Kendala Implementasi Lapangan Program Makanan Bergizi
Gratis,” Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, 2023.
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Tahap terakhir adalah evaluasi hasil, yang mengevaluasi seberapa
berhasil organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsinya adalah
untuk membantu penanggung jawab program membuat keputusan,
mengubah, atau menghentikannya. Dalam menilai keberhasilan, asesor
membuat kesimpulan ini.*

Tujuan diciptakan dan dikelola untuk mencapai data yang dihasilkan
akan sangat membantu pengambil keputusan dalam memutuskan untuk
melanjutkan, menghentikan, atau mengubah program. Evaluasi hasil
memerlukan perbandingan antara tujuan yang ditetapkan dalam desain dan
hasil program yang dicapai. Hasil yang dievaluasi dapat berupa skor tes, data
observasi, dan data diagram, yang masing-masing dapat ditelusuri dalam
kaitannya dengan tujuan yang lebih rinci. Kategori hasil studi menentukan
evaluasi hasil.*

Tujuan utama evaluasi hasil adalah untuk mengetahui seberapa baik
kurikulum telah memenuhi kebutuhan kelompok yang menggunakannya.
Hasil yang diharapkan efek langsung dan tidak langsung dari program
ditunjukkan dalam evaluasi ini. Efek dari inovasi kurikulum adalah positif
dan negatif (biasanya evaluasi hasil hanya melihat dampak dari sudut
pandang ini). Evaluasi hasil ini berfokus pada perubahan yang terjadi.’

Karena nama model CIPP di atas adalah komponen utama dari model

lain, pembahasan ini tidak akan membandingkannya dengan model lain.

33 R Suryani, L., & Pratama, “Implikasi Model Evaluasi CIPP Secara Parsial Dan Komprehensif Pada
Penilaian Program Publik,” Jurnal Manajemen Dan Evaluasi Organisasi, 2023.

34 Suryani, L., & Pratama.

35 Suryani, L., & Pratama.
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Seperti namanya, model ini terdiri dari empat jenis evaluasi yang berfungsi
sebagai rangkaian keseluruhan. Dalam proses evaluasi, evaluator dapat
melakukan satu jenis atau kombinasi dari dua jenis atau lebih; dengan kata
lain, tidak selalu diperlukan untuk menggunakan keempat jenis tersebut.
Namun, ini direkomendasikan karena model ini diharapkan.’® Model ini
bagus karena melakukan banyak hal untuk keempat jenis evaluasi. Bagan

berikut ini menunjukkan keempat tugas evaluator.

36 Pratiwi, N. L., & Rahmawati, “Penerapan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product)
Dalam Mengukur Efektivitas Program Organisasi.”
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Peneliti menggunakan informasi dari peneliti sebelumnya untuk membandingkan dan menilai kekurangan atau kelebihan

mereka. Peneliti juga menggunakan informasi dari buku dan skripsi untuk mengetahui teori yang terkait dengan judul yang digunakan

sebagai landasan teori ilmiah.

pertumbuhan
ekonomi jangka
panjang, namun
menghadapi
tantangan terkait
keberlanjutan fiskal
dan efektivitas
distribusi.

Penulis dan Kerangka Konseptual Metode Teknik Analisis Data Hasil Penelitian Gap Penelitian
Tahun terbit Penelitian
Surryanto Djoko | Analisis ekonomi politik | Studi Analisis dokumentasi | Kebijakan MBG | E: Banda Aceh
Waluyo (melihat dampak terhadap | kepustakaan | (mengacu pada data | berpotensi Vs Nasional
(2025) pertumbuhan ekonomi, | (Kualitatif) | resmi pemerintah dan | meningkatkan (Studi Umum)
stabilitas politik, dan laporan lembaga | produktivitas tenaga | T:  Efektivitas
kesejahteraan sosial). terkait) kerja dan mendorong | kebijakan lokal

Vs Kerangka
umum ekonomi
politik nasional
P: Fokus pada

efektivitas  dan
tantangan di
tingkat kota
(Banda  Aceh)

untuk  mengisi
kekosongan data
spesifik lokal.
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Winny Abdillah & | Evaluasi  kebijakan publik Teknik analisis data | Pelaksanaan MBG di | E: Banda Aceh
Yusnanik Bakhtiar | (tahapan perencanaan, kualitatif (analisis | SMA Negeri 2 vs SMA Negeri
(2025) evaluasi, dan pengawasan; evaluatif Painan berjalan 2 Painan
faktor pendukung dan implementasi) melalui tahapan T: Analisis
kendala). perencanaan hingga | kebijakan
pengawasan, tetapi tingkat kota vs
menghadapi Evaluasi di
hambatan utama tingkat sekolah
berupa keterbatasan | tertentu
sarana transportasi P: Penelitian di
dalam distribusi Banda Aceh
makanan. memiliki
cakupan lebih
luas di tingkat
kota yang
mencakup
berbagai
institusi dan
aktor.
Amalia  Pratiwi, | Teori Mandat Hanna Pitkin | Studi Analisis isi / deskriptif | Transparansi, E: Banda Aceh
Stephani ~ Widia | (menekankan  transparansi, | Kualitatif /| kualitatif berbasis | akuntabilitas, serta vs Cakupan
Rianti Sipangkar, | akuntabilitas, partisipasi | Analisis kerangka teoritis koordinasi antar | Nasional/Umum
Adinda Nazla | masyarakat, dan koordinasi | Teoritis lembaga dan T: Evaluasi
Rizky antar lembaga). pengelolaan  yang | efektivitas lokal
Ramadhani, Santi efektif  merupakan | dan tantangan
Mulyady, faktor kunci distribusi vs
Muhammad keberhasilan Analisis teoritis
Rayyan Hylmi, & pelaksanaan Program kerangka
Restu Rahmawati MBG. mandat Hanna
(2023) Pitkin
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P: Penelitian di

Banda Aceh
mengkaji secara
spesifik
efektivitas lokal,
hambatan
distribusi, dan
keberlanjutan
program secara
praktis.
Ahsan et al. Pemenuhan kebutuhan dasar | Pendekatan | Analisis isi/ deskriptif Program MBG E: Banda Aceh
(2026) fisiologis (asupan gizi) dan | Evaluatif / kualitatif berbasis memberikan dampak | vs Cakupan
korelasinya terhadap kesiapan | Kuantitatif- kerangka teoritis positif signifikan | Sekolah/Umum
fisik,  konsentrasi, serta | Kualitatif terhadap stabilitas | (Ahsan et al.)
pencapaian akademik. kehadiran, motivasi | T: Evaluasi
belajar, dan hasil kebijakan  tata
belajar akademik | kelola &
pada mata pelajaran | distribusi tingkat
yang butuh kota vs Dampak

konsentrasi tinggi;
namun dihadapkan
pada tantangan
variasi menu,
konsistensi
distribusi, dan sarana
sekolah.

fisik-kognitif &
capaian
akademik siswa
P: Penelitian
berfokus pada
evaluasi
implementasi
kebijakan publik
secara
komprehensif di
tingkat
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pemerintahan
kota.

Rofita et al.
(2025)

Kerangka CIPP (Context,
Input, Process, Product) dalam
evaluasi kesiapan fisik dan
fungsi kognitif siswa.

Studi Analisis  komponen
Evaluatif CIPP (Context, Input,
Kualitatif Process, Product)
(Jenjang

SMP)

Program MBG
relevan dengan
kebutuhan  belajar
siswa dan
meningkatkan

konsentrasi serta
motivasi kelas.

Namun, dampaknya
belum merata akibat

E: Banda Aceh
vs Jenjang SMP
(Studi Rofita et
al.)

T:  Efektivitas
kebijakan publik
secara
menyeluruh  di
tingkat kota vs

kendala variasi | Evaluasi
menu, sarana | berbasis model
distribusi, dan | CIPP pada
instrumen jenjang SMP
monitoring yang | P: Berfokus pada
belum optimal. dinamika
efektivitas
pelaksanaan dan
tantangan
kebijakan publik
di skala
perkotaan.

Sumber:Olahan Peneliti
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Pemenuhan kebutuhan dasar fisiologis seperti asupan gizi memiliki korelasi erat
terhadap kesiapan fisik, konsentrasi, dan pencapaian akademik peserta didik di sekolah.
Berdasarkan penelitian Ahsan et al. (2026), intervensi melalui Program MBG terbukti
memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan stabilitas kehadiran
siswa, motivasi belajar, hingga capaian hasil belajar akademik pad amata Pelajaran yang
membutuhkan konsentrasi tinggi. Meskipun demikian, efektivitas implementasi program
ini di lapangan masih diperhadapkan pada tantangan variasi menu, konsistensi distribusi,
serta kesiapan sarana pendukung sekolah. Oleh karena itu, evaluasi komprehensif
terhadap ketercapaian indicator kinerja program MBG penting untuk dilakukan guna

memastikan keberlanjutan program dalam mendukung mutu Pendidikan nasional.?’

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan intervensi strategis
pemerintah untuk mengoptimalkan Kesehatan fisik dan fungsi kognitif siswa dalam
proses pembelajaran. Evaluasi berbasis kerangka CIPP (context, input, process, product)
oleh Rofita et al. (2025) di jenjang Sekolah Menengah Pertama menunjukkan bahwa
Program MBG sangat relavan dengan kebutuhan kesiapan belajar siswa serta terbukti
memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan konsentrasi dan motivasi belajar di
kelas. Namun demikian, studi tersebut juga menggaris bawahi bahwa dampak positif
program belum sepenuhnya merata akibsat kendala teknis, seperti variasi menu yang

terbatas, keterbatasan sarana distribusi, serta instrument monitoring yang belum optimal.

37 Ahsan, J., A.T., Sibarani, C. G.G. T., Rambe, N. N., Nurnaziah, ariel, M., Metondang, K., & Fahlevis,
A. (2026) Evaluasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Dampak pada
Pendidikan. EDUCATIONAL: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran
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Oleh karena itu, diperlukan kajian dan evaluasi secara berkala guna memastikan
efektivitas serta keberlanjutan pelaksanaan program MBG di lingkungan sekolah.?8
Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran fokus dan
pendalaman analisis dibandingkan studi sebelumnya. Jika penelitian terdahulu menyoroti
kebijakan MBG pada tingkat nasional, lingkup sekolah tertentu, atau menekankan aspek
teoritis seperti transparansi dan akuntabilitas, maka penelitian ini lebih menekankan pada
efektivitas program MBG di Banda Aceh fokus penelitian diarahkan pada dinamika
pelaksanaan program di Banda Aceh dengan melihat koordinasi antar lembaga, tantangan
distribusi, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan program. Dengan demikian,
penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif
mengenai efektivitas kebijakan MBG di Tingkat lokal serta menawarkan koontribusi

praktis bagi penguatan pelaksana serta distribusi MBG di masa mendatang.

38 Rofita, N. S., Ridariah, Anisa Natalia, Rosidin, U., & Handoko. (2025). Evaluasi Program Makanan
Bergizi Gratis (MBG) di SMPN X Pesawaran terhadap Konsentrasi dan Motivasi Belajar Peserta Didik.
INOMETIC: Jurnal Inovasi Dan Kajian Multidisiplineer Kontemporer
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2.3. Kerangka Berpikir

Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banda Aceh

l

Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 Tahun 2024, yang mengatur
pembentukan dan tugas Badan Gizi Nasional (BGN)

l

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di SDN
50 Kota Banda Aceh berdasarkan kompenen Context, Input, Process dan Product
(CIPP)?

2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di
SDN 50 Kota Banda Aceh?

Evaluasi CIPP oleh Daniel Stufflebeam:

1. Context
2. Input
3. Process
4. Product
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif
adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan memahami fenomena secara
mendalam melalui pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata, ungkapan, atauperilaku
dari subjek penelitian. Fokus utamanya adalah menggali makna, memahami proses, serta
menginterpretasikan konteks dari masalah yang diteliti, bukan mengukur secara numerik.
Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat secara langsung di lapangan untuk melakukan
observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sehingga mampu memperoleh
gambaran utuh tentang realitas yang terjadi di lokasi penelitian. Metode ini dipilih karena
topik penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Program Makan Bergizi gratis di SDN 50
Kota Banda Aceh memerlukan pemahaman mendalam terhadap proses efektivitas
kebijakan, hambatan yang dihadapi, serta dinamika interaksi antara pelaksana kebijakan
dan para pemangku kepentingan.

3.2.  Fokus Penelitian

Tabel 2. Fokus Penelitian

Dimensi Indikator Sumber
Evaluasi kebijakan 1. Context Evaluation Daniel Stufflebeam
( Evaluasi Konteks)

2. Input Evaluation

( Evaluasi Masukan)
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3. Process Evaluation
(Evaluasi Proses)

4. Product Evaluation
( Evaluasi Produk)

Sumber: Olahan Peneliti

3.3. Lokasi Penelitian
Adapun pemilihan lokasi penelitian dilaksanakan oleh peneliti disebabkan karena:

1. Kondisi kehidupan masyarakat yang belum kondusif terhadap gizi yang dimiliki
oleh anggota keluarga, maka dengan kearifan pemerintah melokalisir Kota Banda
Aceh sebagai salah satu penerima MBG.

2. SPPG Banda Raya 1 menjadi Lokasi penelitian ini, dikarenakan pendistribusian
SDN 50 berasal dari SPPG tersebut.

3. SDN 50 adalah Lokasi penelitian yang dipilih karena SDN 50 termasuk salah satu
sekolah yang kedua menerima MBG di Banda Aceh dan juga salah satu sekolah
yang memliki jumlah siswa yang tergolong ramai.

4. Pemerintah menetapkan Perpres No. 83 tahun 2024 tentang pembentukan dan
tugas BGN serta kerangka pelaksanaan program MBG secara nasional.

Sekolah telah ditetapkan peneliti sebagai salah satu sekolah sasaran dalam
pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Banda Aceh, sehingga
relevan dengan fokus penelitian yang ingin mengkaji efektivitas program tersebut,
sekolah ini memiliki jumlah peserta didik yang cukup representatif sehingga dapat
memberikan data yang lebih komprehensif terkait penerimaan, distribusi, serta dampak
pelaksanaan program MBG. Dengan demikian, penetapan SDN 50 Kota Banda Aceh

sebagai lokasi penelitian diharapkan mampu memberikan informasi empiris yang valid.
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SPPG yang berlokasi pada gampong Banda Raya Kecamatan Baiturrahman Kota
banda aceh terbagi menjadi 4 wilayah yaitu Lam Ara, Lhong Cut, Lamlagang 1 dan
Lamlagang 2. Adapun SPPG yang akan menjadi objek penelitian adalah SPPG
Lampagang Banda Raya 1 yang di mana wilayah kerja SPPG tersebut menaungi beberapa
sekolah yaitu: PAUD Aluna Montessori, TK Pertiwi, SD Negeri 67 Percontohan, SD

Negeri 50, SMP Negeri 7,dan SMA Negeri 7.

3.4. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data Primer
Data primer adalah sumber data yang langsung menghasilkan data
kepada pengumpul data. Data diperoleh langsung oleh peneliti dari masyarakat
atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggabungkan hasil dari
wawancara yang diperoleh dari informan mengenai isu topik penelitian sebagai
data primer.
2. Data Sekunder
Menurut Sugiyono data sekunder adalah sumber data yang tidak
langsung menghasilkan data kepada peneliti, seperti contohnya lewat artikel
atau dokumen berkas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data
sekunder berupa dokumen sesuai dengan pencatatan pada Sekolah Dasar 50
Kota Banda Aceh, jurnal, artikel, dan berita yang berkaitan dengan topik

penelitian penerapan Program makanan bergizi gratis.>’

39 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), 194
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Teknik Pengumpulan Data

Observasi

Observasi Adalah metode pengumpulan data yang unik dan tidak
terbatas pada orang saja tetapi juga hal hal lain. Ada dua jenis observasi yang
berpartisipasi dan yang tidak berpartisipasi. Observasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah observasi non-partisipatif dimana peneliti tidak langsung
ikut terlibat dalam pengamatan tersebut (sugiono). Data yang didapatkan dapat
berupa dokumentasi gambar, wawancara, mencatat, menganalisis, serta
membuat kesimpulan terkait informasi yang didapatkan. Dalam hal ini
observasi dilakukan untuk melihat bagaimana efektivitas Program Makanan
Bergizi Gratis di SDN 50 Kota Banda Aceh.
Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih yang
bertujuan untuk mendapatkan informasi, bertukar informasi, dan bertukar ide
melalui tanya jawab. Jenis wawancara yang digunakan Adalah wawancara
tidak terstruktur atau wawancara bebas. Dimana peneliti fokus pada topik
penelitian secara keseluruhan dari pada menggunakan panduan wawancara
yang disusun secara sistematis. Peneliti akan lebih banyak mendengarkan dan
menganalisis setiap jawaban dari informan. Dengan demikian, peneliti dapat
mengajukan berbagai pertanyaan lanjutan yang lebih spesifik yang sesuai

dengan tujuan.
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Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah terjadi. Pengumpulan

data dengan teknik dokumen ini bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-

karya monumental dari seseorang ataupun lembaga tertentu sehingga penting

untuk dipilah dokumen-dokumen yang memiliki

kredibilitas

tinggi.

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa gambar, regulasi, dan berita yang

disampaikan dari media atau media internet.

3.6. Informan Penelitian
Tabel 3. Informan Penelitian
No Informan Jumlah
1 Kepala Dapur SPPG Lamlagang Banda Raya 1 1
2 Petugas Lapangan SPPG Lamlagang Banda Raya 1 2
3 Kepala Sekolah SDN 50 Kota Banda Aceh 1
4 Guru SDN 50 Kota Banda Aceh 2
5 Wali Murid SDN 50 Kota Banda Aceh 5
6 Murid kelas 6 SDN 50 Kota Banda Aceh 5
Jumlah 16
Sumber: Olahan Peneliti
3.7.  Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data

yang diperoleh oleh peneliti dikerjakan serta dimanfaatkan sedemikian rupa untuk

menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil merupakan model analisis

interaktif. Analisis data dilakukan dengan tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan.
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3.8. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan hal yang sangat penting
untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas yang
diteliti. Salah satu cara yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah teknik
triangulasi. Triangulasi adalah metode pemeriksaan dan penetapan validitas data dengan
menganalisisnya dari berbagai perspektif. Tujuannya ialah untuk memperoleh hasil yang
lebih akurat dan dapat dipercaya dibandingkan apabila hanya menggunakan satu sumber
atau satu metode saja.

Triangulasi pada dasarnya merupakan pendekatan multimetode, yaitu upaya
menggabungkan beberapa sumber data, teknik pengumpulan data, atau waktu
pengumpulan data yang berbeda agar kebenaran informasi dapat diuji secara menyeluruh.
Menurut Nurfajriani, fenomena yang diteliti akan lebih dapat dipahami dengan baik dan

menghasilkan kebenaran tingkat tinggi apabila dilihat dari berbagai sudut pandang.*

40Wiyanda Vera Nurfajriani et al., “Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif,” Jurnal IImiah
Wahana Pendidikan 10, no. 17 (2024): 826-827
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.  Hasil Penelitian
4.1.1. Gambaran Umum Pelaksanaan MBG di Kota Banda Aceh

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif strategis
pemerintah yang diluncurkan secara nasional untuk meningkatkan kualitas gizi peserta
didik dan kelompok rentan, juga untuk mengurangi angka kemiskinan dengan
meningkatkan kualitas kesehatan serta menurunkan angka stunting, dan membantu
ekonomi masyarakat lokal dengan menjandi rantai supali makanan: petani, nelayan, dan
UMKM yang sesuai dengan kebutuhan MBG sehingga dapat terlibat sebagai penyedia
bahan pangan. MBG saat ini menargetkan murid dari paud sampai SMK/SMA, termasuk
juga ibu hamil dan menyusui serta balita. Dalam memastikan bahwa program berjalan
dengan baik dan tepat sasaran harus dilakukannya audit program setiap tiga bulan sekali.

Di kota Banda Aceh, program ini mulai dilaksanakan secara serentak sejak 6
Januari 2025. Landasan pelaksanaan program MBG bertumpu pada Peraturan Presiden
(Perpres) No. 83 tahun 2024 yang menjadi acuan bagi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam
mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai
daerah. Secara keseluruhan di Kota Banda Aceh, terdapat 29 unit SPPG yang tersebar di
9 kecamatan untuk melayani ribuan peserta didik dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA.

Pelaksanaan MBG di Kota Banda Aceh secara umum telah berjalan dan
menjangkau berbagai wilayah administrasi kota. Untuk melihat efektivitas operasional di
lapangan, penelitian ini memfokuskan kajian pada SPPG Banda Raya Lamlagang dan

SDN 50 Kota Banda Aceh sebagai salah satu sekolah penerima manfaat. SPPG Banda
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Raya Lamlagang ini mengalokasikan kepada tiga sekolah yaitu SD Negeri 50, SMP
Negeri 7, SMA Negeri 7, SDN 67 Percontohan Banda Aceh, PAUD Aluna Montessori,
dan TK Pertiwi. Pembatasan objek penelitian ini dilakukan agar analisis yang dihasilkan
lebih mendalam, terukur, serta mampu memberikan gambaran empiris yang represerentif
mengenai dinamika Evaluasi kebijakan di tingkat lokal. SDN 50 Kota Banda Aceh dipilih
sebagai objek penelitian utama dengan beberapa pertimbangan strategis. Pertama, SDN
50 merupakan sekolah dasar kedua di Kota Banda Aceh yang dipercaya untuk menerima
dan menjalankan program MBG. Kedua, sekolah ini memiliki jumlah peserta didik yang
cukup besar, yaitu sebanyak 684 siswa, sehingga sangat representatif untuk mengukur
efektivitas distribusi dan dampak pemenuhan gizi. Ketiga, karakteristik latar belakang
sosial-ekonomi peserta didik di SDN 50 yang mayoritas berasal dari keluarga kurang
mampu menjadikan sekolah ini sasaran yang sangat relevan sesuai dengan tujuan utama

program MBG.

4.1.2. Pelaksanaan Kebijakan MBG di Kota Banda Aceh

Dalam konteks program MBG di SDN 50 Kota Banda Aceh, perencanaan terbukti
telah disusun secara terstruktur melalui kolaborasi antara BGN, pihak SPPG Lamlagang,
dan manajemen sekolah. Hal ini terefleksi dari bebrapa poin teknis perencanaan:

Perencanaan data sasaran dan inklusivitas, kebijakan MBG di Kota Banda Aceh
secara umum melibatkan koordinasi lintas sektor antara Badan Gizi Nasional (BGN),
pengelola SPPG di tingkat gampong/kecamatan, serta pihak sekolah selaku penerima
manfaat. Secara operasional, pembentukan dapur SPPG wajib memenuhi kriteria ketat
dari BGN, di mana lokasi dapur ditentukan berdasarkan radius jarak (maksimal 5 km)

dan ketersediaan populasi siswa di sekolah sekitar. Dapur SPPG berfungsi layaknya
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produsen/penjual, sedangkan sekolah bertindak sebagai penerima manfaat/pembeli. Jika
target kuota penerima di suatu titik kecamatan belum terpenuhi (misalnya target 2.000
penerima manfaat), maka dapur diperbolehkan mengambil jangkauan sekolah di luar
kecamatan terdekat.

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 50 Kota Banda Aceh merupakan salah satu sekolah
penerima manfat utama program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dilayani oleh
SPPG Lamlagang. Sekolah ini berlokasi di wilayah pekotaan Kota Banda Aceh dengan
karakteristik peserta didik yang cukup beragam, dimana mayoritas siswa berasal dari
keluarga dengan status social ekonomi menengah ke bawah.

Pada tahun ajaran berjalan, SDN 50 Kota Banda Aceh memiliki total sasaran
penerima manfaat sebanyak 684 siswa yang terbagi ke dalam kelas bawah (Kelas I, II dan
IIT) serta kelas atas (IV, V dam VI). Untuk mendukung kelancaran distribusi MBG di
lingkungan sekolah, pihak sekolah membentuk tim pelaksana internal yang dipimpin oleh
Kepala Sekolah dan menunjuk beberapa guru sebagai Person in Charge (P1IC) MBG. PIC
sekolah bertugas mengelola presensi harian penerima manfaat, melakukan pendataan
alergi murid, memfasilitasi proses distribusi porsi setiap kelas, serta memimpin prosedur
pengawasan mutu mandiri melalui uji organoleptic sebelum makanan dibagikan kepada
peserta didik.

Pada tahap pelaksanaan Program MBG di SDN 50 Kota Banda Aceh, tindakan
kolektif dari berbagai bidang organisasi pelaksana MBG (SPPG, armada logistic, PIC
Sekolah, dan Guru) bergerak selaras dengan rencana dan SOP yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan MBG di SPPG Bandar Raya Lamlagang yang melayani SDN 50 Kota

Banda Aceh telah mengacu pada penjadwalan dan standar operasional yang baku.
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Distribusi makanan dari dapur SPPG Lamlagang menuju SDN 50 berjalan relative lancar
karena jarak lokasi dapur dan sekolah yang berdekatan. Dalam proses pengiriman, SPPG
didukung oleh dua unit armada mobil operasional (kapasitas 800-1000 ompreng per
mobil) sehingga estimasi makanan tiba di SDN 50 tepat waktu, yakni antara pukul 08.00-
09.00 WIB, sebelum jam istirahat sekolah (pukul 09.30/10.00 WIB).

Gambar 1. Pembagian MBG Kepada Murid SDN 50 Kota Banda Aceh
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Sumbr Dokumentasi SDN 500ta Banda Aceh
Tahapan evaluasi kebijakan merupakan langkah krusial untuk mengukur tingkat
keberhasilan dan dampak yang dirasakan oleh siswa dan masyarakat dari program MBG.
Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kesesuaian antara perencanaan awal,
ketersediaan sumber daya, proses pelaksanaan, hingga dampak yang dirsakan langsung
oleh penerima manfaat (siswa, ibu hamil dan menyusui serta balita).
Untuk mengevaluasi efektivitas Evaluasi kebjakan ini, penelitian menggunakan

pendekatan Model Evaluasi CIPP (contect, Input. Process, Product) oleh Stuftlebeam.
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Data peneltian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala SPPG
Lamlagang, Ahli Gizi, Karyawan SPPG, Kepala SDN 50 Banda Aceh, Guru, Wali Kelas,
Wali Murid dan Murid SDN 50 Banda Aceh.

Proses Evaluasi kebijakan dan evaluasi program merupakan dua tahapan yang
saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam analisis kebijakan public. Indikator-
indikator Evaluasi seperti perencanaan dan pelaksanaan menyediakan gambaran
mengenai bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan. Untuk menilai sejauh mana
Evaluasi tersebut berjalan secara efektif, kompreherensif, dan tepat sasaran, indikator-
indikator Evaluasi tersebut perlu diintegrasikan ke dalam kerangka Model Evaluasi CIPP
(Context, Input, Process, Product). Integrasi ini memungkinkan peneliti untuk membedah
tidak hanya proses pelaksanaannya (process), tetapi juga kesesuaian latar belakang
kebijakan (Context), kesiapan sumber daya (input), hingga dampak nyata yang dihasilkan
(product). Analisis integrasi Evaluasi kebijakan ke dalam model CIPP dipaparkan sebagai
berikut:

Evaluasi dilakukan secara komprehensif melalui empat indikator utama yaitu
sebagai berikut:
4.1.2.1. Evaluasi Konteks (Context Evaluation)

Evaluasi konteks menilai latar belakang, kebutuhan, dan kesesuaian program
dengan kondisi penerima manfaat apakah berhasil atau tidaknya Evaluasi program ini.
Evaluasi konteks berfokus pada landasan kebijakan, kesesuaian program dengan

kebutuhan riil peserta didik, serta pemetaan masalah lingkungan sekolah.

Yang pertama yaitu melihat landasan kebijan dan legalitas, Evaluasi MBG secara

nasional berlandaskan pada Peratuan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi
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Nasional. Di tingkat daerah Kota Banda Aceh, program ini diterjemahkan melalui
mandate operasional SPPG Lamlagang untuk memnuhi kebutuhan nutrisi anak usia

sekolah guna menekan angka stunting dan pemenuhan gizi seimbang.

Kedua, kebutuhan nutrisi dan kondisi social siswa, berdasarkan hasil wawancara
dengan Kepala Sekolah SDN 50 Kota Banda Aceh, program MBG dinilai sangat tepat
sasaran dan memberikan dampak positif yang signifikan. Melihat banyaknya peserta
didik di SDN 50 berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga pemenuhan nutrisi harian
menjadi kebutuhan vital. Kehadiran program MBG terbukti meningkatkan semangat dan

konsentrasi belajar anak-anak di kelas setelah mengkonsumsi makanan bergizi.

Hal ini didukung oleh penuturan ahli gizi mengenai relevansi Program terhadap

kondisi ekonomi siswa:

“kalau menurut saya MBG itu bagus sih, karena kalau misalnya orang kurang
mampu, di saat waktu siangnya kan dia dapat nasi, tidak perlu lagi bawa bekal
dari rumah. Jadi semenjal adanya MBG itu, kebanyakan anak-anak lebih dapat
manfaatnya.”*!

Selain itu, pihak sekolah dan SPPG melakukan kesepakatan tertulis (MoU) yang
mengatur hak, kewajiban, serta penanganan jika terjadi kendala operasional seperti
ompreng yang hilang atau kekurangan porsi dan juga memastikan bahwa semua murid
mendapatkan MBG. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah SDN 50
“Pemanfaatan MBG di sd 50 berjalan dengan baik tanpa ada kendala, semoga kedepannya

2 42

tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”.

41 Wawancara dengan pakar gizi, tanggal 30 Agustus 2026
42 Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 50 Kota Banda Aceh, di SDN 50 Banda Aceh, tanggal 27 Juli
2026
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Adapun pertama kali adanya SPPG di Aceh yaitu yayasan yang di mana pada
awalnya mereka mengajukan proposal ke Badan Gizi Nasional. Pada awalnya
pembangunan dan biaya untuk belanja kebutuhan dapur semua itu menggunakan uang
pribadi atau uang yang sudah disetujui proposalnya. Dan pada saat pembangunan banyak
syarat yang harus dipenuhi dan mengikuti standar BGN sebagaimana yang sudah di
tentukan oleh mereka. SPPG sendiri juga memiliki ketentuan dalam kapasitas SDM atau
para pekerja yang akan bekerja di SPPG tersebut, apabila kekurangan orang maka harus
ditambah agar kinerjanya tetap terjaga dan berkualitas. Seperti yang disampaikan oleh
asisten lapangan SPPG:

“Untuk target porsi sekitar 2500 itu masing-masing divisi 12 orang, dan itu sudah

sangat cukup untuk karyawan dan target untuk penerima manfaat 2500. Lebih

dari 2500 atau mendekati 3000 itu harus menambah karyawan agar kerjanya

lebih maksimal dalam menangani program MBG dan tidak keteran”.*3

Penyesuaian jumlah Tenaga Kerja/Sumber Daya Manusia (SDM) pada SPPG ini
merupakan bentuk pemenuhan terhadap standar operasional yang ditetapkan oleh BGN
guna memastikan efisisensi pengelolaan, distribusi, serta kualitas porsi makanan yang
disajikan. Berdasarkan struktur tata kelola operasional di lapangan, hierarki
kepemimpinan, pembagian peran teknis, hingga skema koordinasi dengan pihak peneria
manfaat (sekolah) dipetakan ke dalam struktut organisasi. Adapun gambaran struktuyr
organisasi dan distribusi alokasi SDM pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

43 Wawancara dengan Asisten Lapangan SPPG di Lamlagang, tanggal 01 Agustus 2026
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KEPALA SPPG
(1 Orang)
AHLI GIZI AKUNTAN ADMIN
(1 Orang) (1 Orang) (1 Orang)

ASISTEN LAPANGAN (ASLAP)

(1 Orang)
il
| | |

KEPALA TIM MASAK TIM PERSIAPAN | CUCI OMPRENG
GUDANG (10 Orang) (6 Orang) (12 Orang)

(1 Orang)

OFFICE BOY (OB) DRIVER & KERNET
(2 Orang®) (4 Orang (2 Driver & 2 Kernet))

PIC SEKOLAH (GURU /MITRA EKSTERNAL)
(1 Orang per Sekolah - Kemitraan Lapangan)

Sumber: Olahan peneliti

Catatan Keterangan:

1. Garis Tegas (-
internal SPPG.

-): Menunjukkan hubungan komando dan koordinasi operasional

2. Garis Putus-putus (- - -): Menunjukkan hubungan koordinasi kemitraan eksternal

antara SPPG dan Pihak Sekolah.

3. (*) Jumlah tenaga Office Boy (OB) dapat disesuaikan secara fleksibel berdasarkan
skala kebutuhan dan luas area operasional dapur SPPG.
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Berdasarkan pembagian struktur organisasi dan tata Kelola SDM di atas,
keberadaan koordinasi yang terstruktur antara pimpinan teknis, tim produksi dapur,
hingga armada distribusi menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan Program Makan
Bergizi Gratis (MBG). Adanya kejelasan pembagian peran serta fleksibilitas penambahan
alokasi tenaga kerja sesuai skala rasio penerima manfaaat memastikan bahwa standar
higine, efisiensi waktu dan mutu gizi tetap terjaga secara konsisten di lapangan.
4.1.2.2. Evaluasi Masukan (Input Evaluation)

Evaluasi masukan mencakup ketersediaan sumber daya manusia (SDM), struktur
organisasi, ketersediaan bahan pangan, serta fasilitas pendukung. Dalam Satuan
Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lamlagang memiliki tugas dan fungsinya masing-
masing yang terdidi dari Kepala SPPG, didampingi oleh Kepala Ahli Gizi, Akuntan,
Asisten Lapangan (ASLAP), serta tim teknis yang terdiri dari Kepala Gudang, Tim
Masak, Tim Cuci Ompreng, Tim Kebersithan dan Driver.

Keberadaan tenaga ahli gizi menjadi elemen input vital dalam menjamin mutu dan
keamanan hidangan. Ahli gizi bertanggung jawab penuh merencanakan dan Menyusun
standar gizi serta takaran kalori berdasarkan kelompok umur perserta didik. Sebagaimana
di sampaikan oleh ahli gizi:

“peran ahli gizi itu memang dari pertama perencanaan semua ditata dari awal,
insya allah kalau misalnya dia basic gizi, engga akan ada salah. Cara
memastikannya, kita perlu tahu dulu sasarannya ke siapa, lalu kita hitung
kebutuhannya sekitar 2000 kalori. Kalau tk ada ukuran takarannya sendiri, sd

ada katarannya sendiri, hingga Sma dan ibu hamil pun juga berbeda-beda. Jadi
sudah terbagi bagi berdasarkan perkiraan umur penerima”#*

4 Wawancara dengan pakar gizi, tanggal 30 Agustus 2026
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Tetapi dalam tahap evaluasi, masukan ini di temukan catatan kritis terkait
kualifikasi SDM gizi di beberapa unit dapur penyiapan secara umum. Ahli gizi
mengungkapkan pentingnya standarisasi latar belakang Pendidikan pengelola gizi:

“sangat penting keterlibatan ahli gizi karena ini memang program terkait gizi. Tapi

sekarang banyak yang di bidang itu bukan gizi lagi basic nya, apa saja boleh yang

penting tamatan sl atau D3 di setiap dapur. Padahal kalau basic nya gizi
perencanaan gizi dan higienitasnya akan lebih terjamin.”

Adapun ketersediaan anggaran operasional MBG dialokasikan penuh dari BGN
melalui SPPG Lamlagang. Peralatan masak skala besar, food stray standar konsumsi dan
kendaraan distribusi termal telah dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan gizi SPPG
lamlagang memiliki supplier sendiri adapun keterlambatan supplier dalam memberikan
kabar terkait ketersediaan bahan baku itu menjadi hambatan besar dalam mempersiapkan
makanannya. Seperti yang disampaikan oleh karyawan SPPG:

“Supplier telat ngabarin kadang bahan baku di hari H tidak ada. Seperti contoh
buah salak tidak ada Jadi telat mengabari H-1, jadi harus ada persiapan untuk
mengganti menu buah, bisa jadi buah pisang gitu. Kadang kalau bahan baku
terlalu tinggi, kami mencari supplier lain. Dan misal di supplier tidak ada bahan
baku, jadi kami bisa mengganti supplier telatnya kabarin supplier itu yang menjadi
hambatan buat mengubah menu yang sudah di tentukan MBG”.%

Perencanaan Nutrisi dan Bahan Baku ditangani oleh ahli gizi dari setiap SPPG,
dan setiap ahli gizi mereka harus memiliki latar belakang pendidikan gizi dan mereka
akan melewati tahapan tes. Sebelum menu disajikan, ahli Gizi SPPG memperhitungkan

gramasi dan kandungan nutrisi secara ketat, dan sebelum membagikan MBG ke setiap

sekolah ada asisten lapangan yang turun ke sekolah untuk meminta data terkait makanan

45 Wawancara dengan Karyawan SPPG di Lamlagang, tanggal 01 Agustus 2026
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yang bisa dikonsumsi atau tidak oleh muridnya sehingga pada saat pembagian MBG
semua murid mendapat MBG tanpa terkecuali.

Jadi untuk setiap tingkat Sekolah dari posyandu, paud, tk, sd, smp, dan sma,
memiliki standar minimal persen yang akan di bagikan di setiap Sekolah. Agar setiap
makanan yang di berikan tercapai tujuan dengan tepat, dikarenakan juga berat timbangan
setiap anak berbeda.

Data yang di dapat terkait makanan yang diminati anak-anak, pantangan anak-
anak terhadap suatu makanan seperti adanya alergi, dan pada saat pendataan diminta surat
keterangan dokter bahwasannya benar adanya hal tersebut. Jadi data yang didapat lebih
akurat sehingga penyaluran MBG tetap dapat berjalan. Hal ini didapatkan dari hasil
wawancara dengan asisten lapangan yang mendata langsung yang menyampaikan:

“Kami sebelum membagikan MBG kami harus menjumpai kepala sekolah untuk

perizinan dan membuat perjanjian lalu baru kami bekerjasama dengan PIC dia ni

Person in Charge fungsinya untuk menjadi penghubung antara sekolah sama

MBG, guru tu yang bantu mendata lalu kirim sama aslap nya biar di sampaikan
» 46

ke bagian gizi SPPGnya”.

Hambatan input yang kerap terjadi adalah keterlambatan laporan dari supplier
bahan baku pada H-1 atau hari H (seperti ketersediaan buah segar). Jika bahan baku tidak
ada atau harganya terlalu tinggi, pihak dapur melakukan substitusi menu (misalnya
mengganti buah salak dengan pisang) atau beralih ke supplier alternative yang dimana
setiap SPPG pasti menyediakan supplier cadangan untuk jaga-jaga apabila supplier
pertama tidak ada bahan baku. Tetapi bukan dalam artian selalu menggunakan supplier

pertama. Supplier akan bergantian menyediakan bahan pokok untuk SPPG. Dan untuk

saat sekarang ini supplier ditentukan oleh yayasan yang menaungi SPPG tersebut dan

46 Wawancara dengan Asisten Lapangan SPPG di Lamlagang, tanggal 01 Agustus 2026
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membuat perjanjian MoU terkait barang yang dikirim dan penanggung jawaban bahan

baku yang di kirim, dan hal ini menjadi pertanggung jawaban dari kepala gudang. seperti

yang disampaikan oleh informan SPPG:

“Kepala gudang untuk mengecek setiap bahan masuk dari supplier fungsinya
kepala gudang itu melihat barang masuk barang keluar dan mengecek barang yang
sampai dan disitu kita bisa mengetahui sayur ini layak untuk dipakai atau tidak
buah ini layak atau tidak dan itu sudah pasti sebelum masuk ke dalam dapur,
kepala gudang selalu mengecek dan kalau barang tidak sesuai dengan yang
permintaan dapur, itu pasti dipulangkan dan itu sudah ada perjanjian dengan
supplier berdasarkan MOU nya sendiri juga hal ini untuk mencegah

kontaminasi’.*’

Adapun dari pihak sekolah menyediakan fasilitas dan uji kelayakan. Di pihak

sekolah, SDN 50 menyediakan tempat khusus pembagian makanan. Mereka

menyediakan meja sehingga pada saat driver menurunkan ompreng dari mobil mereka

langsung turunkan di tempat yang telah disediakan, sehingga pada saat jam pembagian

para guru wali kelas dan perwakilan dari siswa kelas 4 sampai kelas 6 sesuai jadwal piket

untuk mengambil ompreng dan dibagikan kepada teman sekelasnya. Hal ini disampaikan

oleh kepala sekolah SDN 50 yaitu, “Penyediaan tempat mbg disediakan dari pihak

sekolah, dan dibagikan saat jam istirahat”.

9 48

Gambar 2. Tempat penurunan ompreng

47 Wawancara dengan Informan SPPG di Lamlagang, tanggal 01 Agustus 2026
48 Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 50 Kota Banda Aceh, di SDN 50 Banda Aceh, tanggal 27 Juli

2026
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Sumber: Olahan peneliti

Sebelum makanan dibagikan kepada murid, pihak sekolah menjalankan standar
pengujian berupa Uji Organoleptik (menilai rasa, warna, aroma, dan tekstur dengan rating
1-5). Setiap hari guru yang menerima ompreng harus mencoba makanan tersebut layak
atau tidaknya untuk di makan oleh siswa sd 50, jika ada kendala atau hal yang lain maka
dapat dikatakan langsung pada pthak MBG-nya. Adapun hasil yang bagus dari uji tersebut
menunjukkan bahwa makanan dari SPPG Lamlagang senantiasa memenuhi standar

kelayakan dan tidak pernah mengalami kebasian atau bau. Hal ini sebagaimana yang

disampaikan oleh kepala sekolah SDN 50:

“Pihak sekolah mengadakan uji coba terlebih dahulu kepada MBG, sebelum
diberikankepada murid-murid, yaitu uji organoleptic. Hal ini untuk mengetes
kelayakanmakanan untuk dimakan oleh murid. Dengan cara mengisi kuesoner,
dengan 4 penilaian yaitu berdasarkan (rasa, warna. Aroma, tekstur) dengan rating

1-5. Lalu, dari hasil penelitian sekolah menunjukkan bahwa mbg layak untuk
dikonsumsi karena penilaiannya bagus semua” .+

Penerapan uji organoleptic secara berkala ini menjadi bukti nyata adanya skema

quality control dan mitigasi risiko keamanan pangan yang efektif dalam pelaksanaan

49 Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 50 Kota Banda Aceh, di SDN 50 Banda Aceh, tanggal 27 Juli
2026
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Program MBG. Melalui verifikasi langsung oleh pihak sekolah selaku garda terdepan
penerima manfaat, tingkat kelayakan gizi dan kebersihan makanan dapat terus terpantau.
Konsistensi hasil penilaian yang memuaskan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan
SPPG Lamlagang terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) BGN, tetapi juga

berhasil membangun rasa aman dan kepercayaan bagi para siswa serta orang tua murid.

4.1.2.3. Evaluasi Proses (Process Evaluation)

Evaluasi proses berfokus pada pelaksanaan harian, kepatuhan terhadap SOP,
koordinasi, serta penanganan kendala di lapangan. Kepatuhan SOP SPPG Lamlagang
mewajibkan seluruh karyawan dapur SPPG wajib mengikuti briefieng sebelum
melakukan pekerjaannya untuk mempermudah pekerjaan dan pembagian tugas dalam
setiap bidang seperti memasak, cuci ompreng, packing, driver dan rapat rutin mengenai
SOP kerja di masing-masing bidang (pencucian ompreng, pemorsian, hingga

pengantaran)

Dan dari pihak sekolah mekanisme koordinasi & penanganan alergi kepala
sekolah menunjuk seorang Person in Charge PIC untuk berkoordinasi secara intensif
dengan SPPG melalui grup chat. Data siswa yang tidak hadir atau mememiliki toleransi
alergi terhadap makanan tertentu didata oleh PIC berdasarkan surat keterangan wali murid
selain itu mereka juga bertanggung jawab untuk memantau pembagian dan pengembalian
ompreng ke pihak SPPG dan mereka juga di gaji oleh SPPG berdasarkan jumlah murid
yang ditangani. Dan pihak SPPG juga merespon secara cepat dengan memberikan
dipensasi menu khusus bagi siswa yang memiliki alergi. Hal ini sebagaimana yang

disampaikan oleh kepala sekolah SDN 50:



50

“Dari pihak SPPG juga meminta data siswa yang memiliki toleran elergi terhadap

beberapa makanan, dengan cara pihak wali murid memberi keterangan, lalu
dikirimkan ke PIC sekolah dan diteruskan ke pihak SPPG, maka pihak SPPG akan
mengadakan dispensasi bagi siswa yang memiliki alergi terhadap menu yang
diberikan”. 3°

Untuk siswa yang terdapat alergi maka akan di berikan menu yang berbeda dari
temen yang lain karena adanya dispensasi bagi siswa/siswi yang ada alergi, sehingga
semua murid dapat MBG. Salah satu kendala di lapangan sempat terjadi pada awal bulan
Ramadhan Tahun 2026, dimana terdapat ketidaksesuaian jumlah ompreng yang dikirim
dengan jumlah siswa di sekolah. Namun, berkat koordinasi yang sigap antara PIC sekolah
dan pengawas dari SPPG, permasalahan dapat segera diatasi.

Selain itu, evaluasi proses juga mencakup pemantauan sisa makanan pada
ompreng yang di kembalikan oleh siswa. Tim gizi memanfaatkan data sisa makanan
(plate wastle) ini sebagai bahan evaluasi perbaikan menu. Sebagaimana dijelaskan oleh
ahli gizi:

“Kalau misalnya setelah ompreng di bagikan dan di balikin ada banyak sisa

makanan, terutama seperti sayur atau bahan tertentu, dari pihak gizi akan

mengambuk debgan menyesuaikan lagi menu nya di hari berikutnya agar cocok
dengan selera anak anak.”>!

Secara keseluruhan, dinamika dan penyesuaian di lapangan ini memperlihatkan
bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh proses produksi di dapur

SPPG, melainkan juga oleh kepekaan terhadap kebutuhan khusus siswa serta efektivitas

komunikasi antara tim pengawas dan pihak sekolah. Dengan adanya skema dispensasi

39 Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 50 Kota Banda Aceh, di SDN 50 Banda Aceh, tanggal 27 Juli
2026

1 Wawancara dengan pakar gizi, tanggal 30 Agustus 2026
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alergi dan penyelesaian masalah logistic yang sigap, kualitas pelayanan dan kepuasan

penerima manfaat dapat terus terjaga secara optimal.

4.1.2.4. Evaluasi Hasil (Product Evaluation)

Evaluasi hasil mengukur tingkat pencapaian tujuan dan dampak dari program.
Adapun dampak yang didapatkan oleh siswa penerima MBG dari segi kesehatannya dan
akademis pelaksanaan MBG di SDN 50 Kota Banda Aceh secara umum berjalan dengan
sangat baik. Dengan adanya koordinasi yang baik antar pthak SPPG dan sekolah program
ini berhasil memenuhi ketersediaan gizi harian siswa tanpa menimbulkan masalah
kesehatan (seperti keracunan makanan).

Hal ini juga didukung oleh adanya koordinasi yang bagus antara pihak sekolah
dengan SPPG Lamlagang dengan mendata terlebih dahulu makanan yang dapat diterima
siswa dan yang tidak dapat diterima seperti adanya alergi atau pantangan terhadap suatu
makanan. Karena keracunan makanan tidak hanya disebabkan oleh makanan yang tidak
layak tetapi dari respon tubuh terhadap makanan tertentu juga dapat menyebabkan
seorang siswa keracunan makanan. Oleh sebab itu koordinasi antara sekolah dan SPPG
harus berjalan dengan baik dan juga cepat tanggap.

Adapun Peningkatan Kualitas Belajar berdasarkan hasil observasi dan penerimaan
program menunjukkan peningkatan energi, ketahanan fisik, dan fokus belajar siswa
selama proses pembelajaran di sekolah. Keseluruhan indikator keberhasilan ini
menegaskan bahwa program MBG di SDN 50 Kota Banda Aceh memberikan dampak
positif yang nyata terhadap efektivitas pembelajaran dan pemenuhan gizi anak hal ini
dapat dilihat dari hasil pemeriksaan yang di lakukan setiap bulannya. Hal ini sebagimana

disampaikan oleh karyawan SPPG:
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“Diketahui dan kalau untuk anak sekolah itu ada ditimbang berat badan tiap bulan,
ada dihitung tinggi badan mereka sebulan sekali. Itu akan pasti diminta data ke
sekolah. Sekolah akan menyiapkan data itu dan posyandu akan menyiapkan data
yang tepat. Dan datanya juga di minta oleh SPPG agar tahu apakah terdapat anak
yang stuntingkah? Disitu bisa melihat gizinya disitu menghitung gizi kalau dilihat
dari data emang datanya gak banyak perubahan paling tidak emang adalah
berubah datanya sedikit dan itu tidak banyak kalau dihitung persenan ya paling

naik datanya setiap bulan ya 2% 3%7.>2

Mengenai sejauh mana MBG dapat meningkatkan status gizi anak secara
signifikat, ahli gizi memberikan analisis yang realistis terkait frekuensi pemberian
makanan yang hanya di lakukan satu kali sehari pada jam sekolah:

“apakah berpotensi meningkatkan status gizi? Sebenarnya kalau kita lihat dari
sekali di kasih makan sehari, peningkatan nya bertahap dalam jangka waktu yang agak
lama, karena MBG ini kan di kasih cuma waktu makan siang saja (sekali sehari). MBG
ini bukan hanya prioritas untuk orang kurang mampu, tapu untuk semua siswa. Namun
bagi anak dari keluarga yang kurang mampu, intervensi sekali sehari ini sangat membantu
memenuhi kecukupan gizi harian mereka.”>

Meskipun kenaikan tersebut terlihat gradual, secara medis pergerakan ini sangat
bermakna dalam jangka panjang until mencegah kegagalan pertumbuhan (stunting) serta
meningkatkan fungsi konigtif anak. Hal ini memperkuat teori efektivitas organisasi dari
Richard M. Steers, yang menyatakan bahwa efektivitas tidak hanya diukur dari
tercapainya target jumlah output (kuantitas ompreng), melainkan dari seberapa jauh
output tersebut mampu memberikan perubahan positif pada taraf hidup penerima sasaran

(outcome & impact).>*

52 Wawancara dengan Karyawan SPPG di Lamlagang, tanggal 01 Agustus 2026

53 Wawancara dengan pakar gizi, tanggal 30 Agustus 2026

54 Rini Aristin et al., “Efektivitas Organisasi Dalam Perspektif Model Richard M Steers Di Desa Gunung
Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang” 7, no. 1 (2022): 63-72.
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Berdasarkan hasil observasi serta penuturan pihak pengelola program di lapangan,
pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 50 Kota Banda Aceh tidak
hanya berkontribusi langsung pada peningkatan fokus dan ketahanan fisisk siswa di kelas,
melainkan juga menyediakan instrumen evaluasi kesehatan secara berkala. Adanya
pemantauan rutin tehadap indicator antropometri seperti berat dan tinggi badan yang
terintegrasi antara pihak sekolah, posyandu, dan SPPG menunjukkan bahwa dampak
intervensi gizi ini terpantau secara empiris dan bertahap meskipun kenaikan persen
indicator fisik terjadi secara gradual (berkisar 2% hingga 3 setiap bulannya), tren positif
yang konsisten ini membuktikan bahwa kebrlanjutan program MBG bedaya guna dalam
menekan risiko stunting sekaligus mengoptimalkan kualitas pemenuhan gizi anak sekolah
dasar.
4.1.2.5. Implikasi Teoritis dan Praktis Administrasi Publik

Temuan dari penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan
terhadap studi kebijakan publik dan administrasi Negara. Dalam kerangka Third
Generation Policy Implementation Research, keberhasilan Evaluasi program sangat
ditentukan oleh jaringan kerja sama yang era tantara jaringan birokrasi sentral dengan
actor pelaksana lokal (bottom up governance).

Secara praktis, model Evaluasi di Banda Aceh menawarkan skema kerja sama ideal

Antara SPPG (selaku unit produksi) dan sekolah (selaku unit penerima):
a. Keberadaan Person in Charge (PIC) sekolah, menjadi jembatan
komunikasi real-time melalui grup pesan singkat untuk memperbarui data

presensi harian siswa.
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b. Mitigasi inklusif, adanya pemberian dispensasi menu alergi membuktikan
bahwa birokrasi pelayanan public dapat bersikap humanis dan fleksibel,
tidak semata-mata terpaku pada rigiditas aturan porsi massal.

c. Penyediaan armada khusus, adanya penggunaan dua unit mobil thermal
khusus dengan kapasitas 800-1000 ompreng memastikan makanan tiba
dalam kondisi hangat dan higinies. Oleh karena itu, tantangan integrasi
rantai pasok dan keterlembatan konfirmasi supplier yang ditemukan dalam
penelitian ini hendaknya dijadikan bahan perbaikan untuk masa depan.
Penguatan digitalisasi system inventaris (e-procurement) antara SPPG dan
penyedia bahan lokal perlu di bangun agar prediksi stok bahan makanan
dapat diketahui secara akurat pada H-produksi, sehingga perubahan menu
yang mendadak tidak lagi terjadi.

4.2. Pembahasan Penelitian

Pembahasan penelitian ini berfokus pada temuan Evaluasi Program Makan
Bergizi Gratis (MBG) di Kota Banda Aceh melalui kerangka evaluasi CIPP, yang terdiri
atas evaluasi konteks, masukan, proses, dan hasil. Secara umum, program MBG yang
dinilai sebagai inisiatif strategis nasional ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi
peserta didik, khususnya pada anak sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu,
sehingga relevan jika di tingkat lokal program menjadi instrumen pemenuhan kebutuhan
nutrisi harian karena di saat kondisi ekonomi yang sekarang tidak semua keluarga dapat
mencukupi gizi untuk anaknya.

Konteks pelaksanaan MBG di Banda Aceh menunjukkan kesesuaian yang kuat

antara tujuan program dan karakteristik sasaran. Berdasarkan hasil wawancara kepala
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sekolah SDN 50, MBG dinilai tepat sasaran karena sebagian besar peserta didik berasal
dari keluarga kurang mampu, sehingga pemenuhan nutrisi harian menjadi kebutuhan
yang vital, serta MBG membuat siswa menjadi semangat dan konsentrasi belajar setelah
mengonsumsi makanan bergizi. Temuan ini memperkuat pandangan teori kebijakan
publik bahwa efektivitas suatu program berbanding lurus dengan derajat relevansi maslah
yang dihadapi oleh masyarakat penerima manfaat. Kehadiran MBG di lokasi penelitian
tidak sekedar berfungsi sebagai bantuan sosial, melainkan sebagai bentuk pemenuhan hak
dasar anak atas nutrisi layak guna mendukung pembentukan kualitas sumber daya
manusia sejak dini dan dapat mengurangi angka stunting.

Dari sisi landasan kebijakan, Evaluasi MBG di Banda Aceh mulai dilaksanakan
secara serentak sejak 6 Januari 2025, dengan rujukan Perpres Nomor 83 Tahun 2024
tentang Badan Gizi Nasional. Dalam kerangka ini, BGN berperan sebagai acuan
pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai
daerah. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa pelaksanaan di tingkat lokal tidak berdiri
sendiri, melainkan mengikuti struktur tata kelola nasional melalui BGN. Setiap SPPG
yang ingin membuka dapur mereka harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang ada.
Tidak bisa seenaknya saja dalam membangun SPPG karena salah satunya adalah
memenuhi syarat banyaknya pembagian MBG ke sekolah. Seperti yang telah dijelaskan
bahwasannya setiap dapur harus mencapai 2500-3000 pembagian MBG setiap harinya.
Jika satu dapur tidak mencapai target tersebut maka dapur itu harus tutup.

Adapun dilihat dari hasil penelitian berdasarkan empat indikator pada evaluasi
masukan (input), struktur organisasi SPPG Lamlagang memperlihatkan pembagian peran

yang cukup lengkap, mencakup unsur kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, asisten lapangan,
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admin, kepala gudang, hingga tim operasional (misalnya tim masak dan pencucian
ompreng) serta dukungan pengantaran melalui driver. Pola penguatan SDM dan
pembagian tugas ini penting karena program bergantung pada kesiapan proses produksi,
distribusi, dan pengendalian kualitas agar makanan dapat memenuhi aspek gizi dan
keamanan pangan. Ketersediaan SDM juga berkaitan dengan target porsi/kuota penerima,
sehingga pengelolaan tenaga kerja dituntut proporsional terhadap skala layanan tidak
boleh kekurangan ataupun kelebihan pekerja karena itu dapat membuat pekerjaan
menjadi tidak profesional.

Dalam perspektif adminsitrasi publik, direksi dan flesibilitas operasional yang
ditunjukkan oleh SPPG melalui substitusi mendu dan penunjukan supplier cadangan
berbasis MoU merupakan bentuk mitigasi risiko yang efektif. Hal ini sejalan dengan
temuan Winny Yusnanik (2025) yang menyoroti pentingnya keandalan logistic dalam
Evaluasi kebijakan.> Keberedaan AMoU antara SPPG dan penyedia bahan baku
mempertegas kepastian hukum serta komiten jaminan mutu agar bahan pangan tidak
memnubhi standar dapat langsung ditolak oleh Kepala Gudang sebelum masuk produksi.
Hal ini dilakukan agar apabila kedepannya terjadi sesuatu yang merugikan salah satu hal
tersebut dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan MoU yang berlaku dan sudah
dispakati oleh kedua belah pihak.

Namun, meskipun struktur organisasi dan perencanaan nutrisi berjalan, penelitian
menemukan bahwa input menghadapi hambatan utama pada sisi bahan pangan,

khususnya keterlambatan informasi dari supplier terkait ketersediaan bahan baku

55 Jihan Fasabilla et al., “Analisis Kinerja Dan Budaya Organisasi SPPG Dalam Implementasi Program
Makan Bergizi Gratis” 4, no. 2 (2026): 1288-95.
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menjelang H-1 atau hari H. Keterlambatan ini memaksa SPPG melakukan substitusi
menu (misalnya perubahan jenis buah) atau mencari supplier alternatif agar produksi
tetap berjalan. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan input bahan pangan
merupakan faktor kunci dalam menjaga kesinambungan penyajian makanan bergizi
sesuai rencana menu.

Selain ketersediaan bahan, mekanisme perencanaan nutrisi yang ditangani ahli
gizi juga menunjukkan proses pengendalian yang cukup ketat. Sebelum menu disajikan,
ahli gizi memperhitungkan gramasi dan kandungan nutrisi; kemudian asisten lapangan
melakukan pendataan terkait makanan yang bisa dikonsumsi murid serta
pantangan/alergi, termasuk kebutuhan surat keterangan dokter bila ada kondisi khusus.
Koordinasi data ini memperlihatkan bahwa input tidak hanya soal “ada atau tidaknya
makanan”, tetapi juga ketepatan penyaluran berdasarkan kebutuhan individu siswa agar
seluruh murid tetap memperoleh MBG. Hal ini juga selaras dengan tujuan program untuk
memastikan pemenuhan gizi yang tepat sasaran bagi anak sekolah.

Pada evaluasi proses (process), pelaksanaan harian memperlihatkan kepatuhan
terhadap SOP melalui briefing sebelum bekerja, pembagian kerja sesuai bidang (misalnya
memasak, cuci ompreng, packing, driver), serta rapat rutin untuk menyelaraskan standar
kerja. Pendekatan seperti ini penting karena proses MBG mencakup rantai aktivitas yang
rawan terhadap keterlambatan dan ketidaksesuaian (misalnya jumlah ompreng atau
kelengkapan distribusi). Selain itu, koordinasi lintas pihak juga menjadi mekanisme
kontrol melalui PIC (Person in Charge) di sekolah yang berkomunikasi intensif dengan

SPPG melalui kanal grup chat.
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Aspek yang menonjol pada proses adalah penanganan alergi dan kondisi khusus
siswa. PIC mengompilasi data siswa yang tidak hadir atau memiliki toleransi alergi
berdasarkan surat keterangan wali murid, lalu diteruskan ke SPPG untuk pemberian
dispensasi menu. SPPG merespons dengan menyiapkan menu khusus bagi siswa yang
memiliki alergi sehingga seluruh murid tetap memperoleh  MBG. Hasil ini
mengindikasikan bahwa proses Evaluasi tidak berhenti pada distribusi makanan, tetapi
juga pada penyesuaian menu dan mitigasi risiko kesehatan siswa. Selain itu, koordinasi
yang sigap juga terbukti mampu mengatasi kendala awal bulan Ramadhan 2026 terkait
ketidaksesuaian jumlah ompreng dengan jumlah siswa melalui koordinasi PIC sekolah
dan pengawas SPPG.

Adapun aspek yang paling menonjol dari Evaluasi MBG di SDN 50 Kota Banda
aceh adalah penerapan mekanisme control kualitas berbasis sekolah. Prosedur Uji
Organoleptik yang diterapkan oleh pihak sekolah sebelum dibagikan kepada murid
menjadi instrument penapis yang sangat krusial. Jika dibandingkan dengan kasus
ditemukannya kasus keracunan di Aceh Timur dan daerah lainnya>® skema pengujian
mandiri di SDN 50 Banda Aceh terbukti berhasil menekan risiko keracunan hingga nol
kasus. Selain itu, adanya koordinasi melalui PIC sekolah dan saluan komunikasi digital
memungkinkan respons cepat terhadap data presensi siswa serta penyediaan dispensasi
menu khusus bagi siswa penderita alergi. Hal ini membuktikan bahwa proses Evaluasi

adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan inklusif peserta didik.

56 Hayaturrahmah, “Belasan Pelajar Dan Balita Diduga Keracunan MBG Di Aceh Timur,” ANTARA
ACEH, 2026, https://aceh.antaranews.com/berita/400286/belasan-pelajar-dan-balita-diduga-keracunan-
mbg-di-aceh-timur.
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Pada evaluasi hasil (product), temuan menunjukkan bahwa tujuan program dan
dampak pada siswa berjalan positif. Program MBG di SDN 50 dinilai berhasil memenuhi
ketersediaan gizi harian tanpa menimbulkan masalah kesehatan seperti keracunan
makanan, dengan koordinasi yang baik antara SPPG dan sekolah. Keberhasilan dari sisi
hasil ini penting karena program MBG pada dasarnya diarahkan untuk mendukung
kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi dan peningkatan kualitas belajar
anak.

Selanjutnya, indikator hasil yang terkait aspek akademis memperlihatkan
bertambahnya kualitas belajar siswa, ditandai dengan siswa menjadi berenergi, ketahanan
fisik, dan fokus belajar selama proses pembelajaran. Temuan ini diperkuat oleh
mekanisme pemantauan melalui penimbangan berat badan tiap bulan dan pengukuran
tinggi badan sebulan sekali, yang sclanjutnya datanya diminta untuk memantau isu gizi
termasuk stunting. Data menunjukkan perubahan meski tidak besar (perkiraan kenaikan
persentase sekitar 2—3% per bulan), namun menunjukkan adanya pergerakan indikator
yang relevan dengan tujuan pemenuhan gizi berkelanjutan.Secara keseluruhan, jika
ditarik ke dalam kerangka CIPP, Evaluasi MBG di SDN 50 memperlihatkan pola yang
konsisten: kesesuaian konteks yang kuat terhadap kebutuhan sasaran, kesiapan input
melalui struktur SDM dan perencanaan nutrisi, proses yang dikendalikan melalui SOP
serta koordinasi PIC, serta output yang ditandai oleh perbaikan aspek gizi dan kesiapan
belajar. Meski demikian, hambatan input berupa keterlambatan supplier mengindikasikan
bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi ketahanan rantai pasok; karena itu,
penguatan sistem informasi dan manajemen risiko bahan baku menjadi faktor krusial agar

program tetap berjalan stabil, terutama pada kondisi fluktuatif ketersediaan pangan.
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Secara keseluruhan, sintesis kerangka evaluasi CIPP menunjukkan bahwa
Evaluasi Program MBG di SDN 50 Kota Banda Aceh telah berjalan secara struktur,
kolaboratif, dan adaptif dalam menjawab kebutuhan nutrisi dasar peserta didik.
Keselarasan yang kuat antara landasan kebijakan nasional dan kondisi sosiologis sasaan
(Context) ditopang oleh keandalan struktur organisasi serta ketatnya perencanaan gizi
(input), kepatuhan tehadap SOP dan pengawasan mutu berbasis sekolah melalui uji
organoleptic (process), hingga munculnya dampak positif pada focus belajar serta
stabiltias tren antropomerti siswa (product). Keberhasilan dalam menekan risiko
kontaminasi hingga nol kasus (zero accident) membuktikan bahwa sinergi dinamis antara
SPPG Lamlagang dan tim PIC sekolah mampu menjadi role model tata Kelola MBG di
tingkat local. Meskipun demikian, ditemukannya kerentanan pada rantai pasok bahan
baku menegaskan bahwa keberlanjutan dampak jangka Panjang program inisangat
bergantung pada penguatan mitigasi risiko logistic dan kepastian jaminan ssupplier.
Dengan demikian, penguatan kolaborasi multi actor dan digitalisasi rantai pasoel menjadi
prasyarat mutlak agar Program MBG tidak hanya sukses menjadi intervensi pemenuhan
gizi sesaat, melainkan tumbuh menjadi instrument investasi social yang berkelanjutan

dalam mencetak sumber daya manusia unggul sejak dini
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BAB YV

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Program
Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada SPPG Banda Raya Lamlagang dan SDN 50 Kota
Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program secara umum telah berjalan
dengan baik. Program MBG mampu menjangkau peserta didik sesuai dengan sasaran
yang telah ditetapkan, khususnya siswa SDN 50 yang sebagian besar berasal dari keluarga
kurang mampu. Kehadiran program ini dinilai relevan dengan kebutuhan peserta didik
karena membantu memenuhi kebutuhan gizi harian serta mendukung kesiapan siswa
dalam mengikuti proses pembelajaran.

Berdasarkan evaluasi konteks (Context evaluation), program MBG di SDN 50
Kota Banda Aceh telah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat.
Tingginya jumlah siswa serta latar belakang sosial-ekonomi keluarga peserta didik
menjadi alasan penting bahwa program ini tepat sasaran. Selain membantu menyediakan
makanan bergizi, program MBG juga dinilai mampu meningkatkan semangat, energi, dan
konsentrasi siswa selama proses pembelajaran. Kerja sama antara pihak SPPG dan
sekolah yang dituangkan melalui kesepakatan tertulis turut memperjelas hak, kewajiban,
serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan evaluasi masukan (input evaluation), SPPG Banda Raya Lamlagang
telah memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang mendukung pelaksanaan

program. Struktur tersebut terdiri atas Kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, asisten lapangan,
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admin, kepala gudang, tim masak, tim persiapan, tim pencucian ompreng, petugas
kebersihan, driver, kernet, serta PIC dari pihak sekolah. Setiap bagian memiliki fungsi
masing-masing dalam mendukung proses perencanaan menu, pengadaan bahan pangan,
pengolahan makanan, pengemasan, pengiriman, hingga pembagian makanan kepada
siswa.

Meskipun demikian, evaluasi input menunjukkan masih terdapat hambatan dalam
ketersediaan bahan baku, terutama keterlambatan informasi dari supplier mengenai bahan
pangan yang tersedia. Kondisi tersebut dapat menyebabkan perubahan menu secara
mendadak, khususnya apabila bahan pangan tidak tersedia atau mengalami kenaikan
harga. Namun, hambatan tersebut dapat diatasi melalui penggantian bahan makanan,
penggunaan supplier alternatif, serta pemeriksaan bahan baku oleh kepala gudang
sebelum digunakan dalam proses produksi.

Berdasarkan evaluasi proses (process evaluation), pelaksanaan MBG telah
mengikuti standar operasional yang ditetapkan oleh SPPG. Hal tersebut terlihat dari
pelaksanaan briefing sebelum bekerja, pembagian tugas berdasarkan bidang, penerapan
prosedur pencucian ompreng, pemorsian, pengemasan, dan pengantaran makanan. Jarak
SPPG Banda Raya Lamlagang yang berdekatan dengan SDN 50 juga mendukung
ketepatan waktu distribusi makanan, sehingga makanan dapat diterima sekolah sebelum
jam istirahat.

Koordinasi antara SPPG dan pihak sekolah juga berjalan cukup efektif melalui
keberadaan PIC. PIC berperan sebagai penghubung antara sekolah dan SPPG, terutama
dalam menyampaikan data siswa yang tidak hadir, memiliki alergi, atau membutuhkan

menu khusus. Mekanisme ini memungkinkan SPPG memberikan dispensasi menu bagi
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siswa yang memiliki alergi terhadap makanan tertentu. Kendala ketidaksesuaian jumlah
ompreng dengan jumlah siswa yang sempat terjadi pada awal bulan Ramadan 2026 juga
dapat diselesaikan melalui koordinasi antara PIC sekolah dan pengawas SPPG.

Berdasarkan evaluasi hasil (product evaluation), program MBG telah
memberikan dampak positif terhadap peserta didik di SDN 50 Kota Banda Aceh. Program
ini membantu memenuhi kebutuhan makanan bergizi harian siswa dan selama
pelaksanaannya tidak ditemukan permasalahan serius seperti keracunan makanan. Selain
itu, hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan energi, ketahanan fisik, dan
konsentrasi siswa dalam mengikuti pembelajaran setelah memperoleh makanan dari
program MBG.

Pihak sekolah juga telah melakukan uji organoleptik sebelum makanan dibagikan
kepada siswa. Uji tersebut meliputi penilaian terhadap rasa, warna, aroma, dan tekstur
makanan dengan menggunakan skala penilaian tertentu. Hasil pengujian menunjukkan
bahwa makanan yang disediakan SPPG Lamlagang berada dalam kondisi layak
konsumsi. Pemantauan berat badan dan tinggi badan siswa yang dilakukan secara berkala
juga menjadi bagian penting dalam melihat perkembangan kondisi gizi peserta didik,
termasuk dalam mengidentifikasi potensi masalah stunting.

Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan evaluasi CIPP, Evaluasi MBG pada
SPPG Banda Raya Lamlagang dan SDN 50 Kota Banda Aceh dapat dikategorikan
berjalan efektif. Aspek konteks menunjukkan kesesuaian program dengan kebutuhan
siswa, aspek input memperlihatkan adanya sumber daya dan struktur organisasi yang
mendukung, aspek proses menunjukkan pelaksanaan yang mengikuti SOP dan koordinasi

yang cukup baik, sedangkan aspek produk menunjukkan adanya manfaat terhadap
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pemenuhan gizi dan proses belajar siswa. Kendala yang masih ditemukan terutama
berkaitan dengan keterlambatan bahan baku dan ketidaksesuaian jumlah makanan, tetapi
kendala tersebut sejauh ini dapat ditangani oleh pihak terkait
5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa
saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak SPPG Banda Raya Lamlagang, perlu meningkatkan sistem koordinasi
dengan supplier agar informasi mengenai ketersediaan dan harga bahan baku
dapat diterima lebih cepat, paling lambat satu atau dua hari sebelum proses
produksi. Dengan demikian, perubahan menu dapat dilakukan secara terencana
dan tidak mengganggu proses pengolahan serta distribusi makanan.

2. SPPG perlu memperkuat sistem supplier cadangan dan membuat daftar bahan
pangan pengganti yang memiliki kandungan gizi setara. Hal ini penting untuk
menjaga kualitas menu ketika bahan pangan tertentu tidak tersedia atau
mengalami kenaikan harga.

3. Bagi pengelola SPPG, pengawasan terhadap jumlah porsi dan jumlah ompreng
perlu ditingkatkan sebelum makanan dikirim ke sekolah. Pemeriksaan akhir dapat
dilakukan menggunakan daftar cek yang disesuaikan dengan jumlah siswa
penerima manfaat, sehingga risiko kekurangan atau kelebihan ompreng dapat
diminimalkan.

4. SPPG perlu mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan briefing, pelatihan,

serta evaluasi rutin bagi seluruh tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja juga perlu



66

dipertimbangkan apabila jumlah penerima manfaat meningkat agar beban kerja
setiap divisi tetap seimbang dan kualitas makanan dapat dipertahankan.

. Bagi pihak SDN 50 Kota Banda Aceh, koordinasi dengan SPPG melalui PIC perlu
dipertahankan dan dilakukan secara lebih terstruktur. Data siswa yang tidak hadir,
memiliki alergi, atau membutuhkan menu khusus sebaiknya diperbarui secara
berkala agar dapat menjadi dasar penyusunan dan distribusi makanan.

. Pihak sekolah perlu mempertahankan pelaksanaan uji organoleptik sebelum
makanan dibagikan kepada siswa. Hasil penilaian sebaiknya didokumentasikan
secara rutin sebagai bahan evaluasi kualitas makanan dan sebagai laporan kepada
pihak SPPG apabila ditemukan perubahan rasa, aroma, warna, tekstur, atau
kondisi makanan.

Sekolah perlu meningkatkan pengawasan pada saat pembagian makanan dan
pengembalian ompreng. Pembagian tugas kepada wali kelas, siswa yang bertugas,
dan PIC harus dilakukan secara jelas agar proses distribusi berlangsung tertib,
cepat, dan tidak menimbulkan kekurangan porsi bagi siswa.

. Bagi Badan Gizi Nasional dan pihak terkait, diperlukan monitoring dan evaluasi
secara berkala terhadap pelaksanaan MBG di tingkat SPPG dan sekolah. Evaluasi
tersebut tidak hanya mencakup ketepatan distribusi, tetapi juga kualitas menu,
keamanan pangan, kecukupan tenaga kerja, kepatuhan terhadap SOP, serta
perkembangan status gizi siswa.

. Pemerintah dan pihak pengelola program perlu membangun sistem pelaporan
yang lebih terintegrasi antara SPPG, sekolah, posyandu, dan pihak terkait lainnya.

Data berat badan, tinggi badan, kehadiran siswa, alergi, serta penerimaan siswa
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terhadap menu dapat digunakan untuk menilai dampak program secara lebih
objektif.

10. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai MBG dapat dikembangkan dengan

cakupan lokasi dan informan h luas. Penelitian berikutnya juga dapat
menggunakan data tus gizi, tingkat kehadiran

an orang tua sehingga

e
-------------
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